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PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 365/MENKES/PER/IV/2008 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL 
TEKNISI GIGI DAN ANGKA KREDITNYA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan 
Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 1148/MENKES/PB/X/2007 
dan Nomor 35 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya; 

1. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang 
Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
tahun 2002 tentang Perubahan atas Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4193); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan 
ke Sembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 25); 

-
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tertang Rumpun 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/OJ/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan 
Angka.Kreditnya; ' 

12. Peraturan Bersama Menter! Kesehatan dan Kepala Sadan 
Kepegawaian Negara 1148/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 35 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Teknisl Gigi dan Angka Kreditnya; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 613/ MENKES/ PER/ IV/ 
2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan 
Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam 
Lingkungan Departemen Kesehatan; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/ PER/XI/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN MENTER! KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI GIGI DAN ANGKA KREDITNYA 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Teknisi Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 

pelayanan teknlk gigi. 

2. Pelayanan teknik gigi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pembuatan dan penilaian protesa glgi, pesawat orthodonti lepasan dan protesa maxillo 

facial. 

3. Laboratoriun teknik gigi adalah sarana pelayanan teknik gigi yang dapat menunjang 

berlangsungnya pelayanan pembuatan protesa gigi, pesawat orthodonti lepasan dan 

protesa maxillo facial yang berkualitas. 

4. Protesa gigi adalah alat bantu yang dipasang didalam mulut pasien untuk 

mengembalikan fungsi estetik, fungsi penguyahan dan fungsi bicara. 

5. Pesawat ortodonti lepasan adalah, suatu alat yang digunakan untuk memperbaiki gigi 

geligi yang maloklusi atau posisinya tidak normal sehingga susunan antara gigi geligi 

pada rahang atas dan rahang bawah menjadi lebih baik. 

6. Protesa maxillo facial adalah suatu alat yang berkaitan dengan rehab!'itasi rahang atas 

dan rahang bawah. 

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir

butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Teknisi Gigi dalam rangka pembinaan 

karier kepangkatan dan jabatannya. 

8. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Teknisi Gigi bukan 

pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

9. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari 

organisasi yang ada. 

10. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah formulir yang berisi keterangan 

perorangan Teknisi Gigi dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Teknisi Gigi 

dalam rangka penetapan angka kredit. 
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11. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan 

Teknisi Gigi dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai 

butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Teknisi Gigi yang telah ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Gigi. 

13. Tim Penilai Departemen adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Bina Pelayanan 

Penunjang Medik atau pejabat yang ditunjuk untuk membantu Direktur dalam 

menetapkan angka kredit bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 

Penyelia yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar 

Departemen Kesehatan. 

14. Tim Penilai Propinsi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi 

Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada sarana 

pelayanan teknik gigi/ Unit Teknisi Gigi di lingkungan provinsi. 

15. Tim Penilai Kab/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam 

menetapkan angka kredit bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 

Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan teknik gigi/ Unit Teknisi Gigi di 

lingkungan kabupaten/kota. 

16. Tim Penilai Instansi (Unit kerja sarana pelayanan laboratorium teknik gigi) adalah tim 

yang dibentuk oleh Pimpinan Unit kerja sarana pelayanan kesehatan Instansi Pusat 

(serendah-rendahnya eselon II) di luar Departemen Kesehatan untuk membantu 

Pimpinan Unit kerja sarana pelayanan teknisi gigi/Unit Teknisi gigi Instansi Pusat di luar 

Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Teknisi Gigi Pelaksana 

sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan laboratorium 

teknik gigi instansi pusat. 

17. Seketariat Tim Penilai adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu tim penilai 

Departemen, tim penilai Propinsi, tim penilai Kabupaten/ Kota dan ti.m penilai Instansi 

dalam melakukan penilaian angka kredit Teknisi Gigi. 

18. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Kesehatan 

19. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubernur. 

20. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. 
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21. Pejabat Peng usu I adalah pejabat yang secara administratif I teknis diberi wewenang 

untuk mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit. 

22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil 

berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai 

dasar penggajian. 

23. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan 

pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. 

24. Pendidikan adalah segala program pendidikan yang berhubungan dengan fungsi tenaga 

Teknisi Gigi, sehingga didapatkan peningkatan ilmu pengetahuan dan/atau 

keterampilan dan/atau perbaikan sikap dan perilaku yang berguna dalam peningkatan 

mutu pelaksanaan pelayanan. 

25. Pengembangan profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, dan bakat yang 

bermanfaat bagi profesi tenaga Teknisi Gigi dalam melaksanakan tugas. 

26. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal 

yang akan di tulis, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuat konsep akhir 

dari penulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan 

pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama. 

27. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama 

dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, menyempurnakan 

konsep/ penambahan materi, dan penunjang. 

28. Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan 

yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu 

pokok bahasan dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan 

deskripsi permasalahan, analisa permasalahan dan saran-saran pemecahannya. 

29. Karya tulis adal~h suatu karya tulisan yang membahas tentang suatu pokok bahasan 

yang merupakan hasil penelitian/survey/evaluasi kebijakan di bidang teknisi gigi atau 

kesehatan. 

30. Makalah berupa penelitian adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau 

tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah tentang 

teknik gigi atau kesehatan. 

31. Makalah berupa tinjauan/ ulasan ilmiah kesehatan adalah suatu karya tulis yang 

berdasarkan kaidah ilmu disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok 

persoalan berdasarkan kaidah - kaidah ilmu kesehatan. 
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32. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu 

masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 

33. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah 

dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau 

merubah gagasan penulis asli. 

34. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih bahasakan 

ke dalam bahasa lain. 

35. Penemuan teknologi tepat guna bidang teknisi gigi , adalah pengembangan teknologi 

yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang ada 

secara berdaya guna dan berhasil guna. 

36. Tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik 

Indonesia, Negara Asing atau organisasi ilmiah Nasional/Internasional yang mempunyai 

reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah. 

37. Kegiatan penunjang tugas Teknisi Gigi adalah kegiatan yang dilakLkan oleh tenaga 

Teknisi Gigi dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pelayanan teknisi gigi 

dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bidang teknisi gigi atau kesehatan. 

38. Seminar dalam bidang teknisi gigi adalah merupakan satu metode belajar dimana para 

peserta dilatih saling bekerja sama dengan berfikir dan berpendapat untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan 

pendapat bersama. 

39. Lokakarya di bidang teknisi gigi adalah suatu pertemuan ilmiah sebagai wakil negara 

dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang 

diselenggarakan disuatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara. 

40. Menjadi delegasi ilmiah adalah mengikuti pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam 

rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang 

diselenggarakan di suatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara. 

41. Mendapat tambahan gelar sarjana/keahlian setingkat dan relevan dengan bidangnya 

adalah gelar sarjana/keahlian dalam bidang kesehatan yang meliputi kesehatan 

masyarakat, pendidikan kesehatan, manajemen kesehatan, administrasi kesehatan, 

perencanaan kesehatan dan kejuruan yang dapat diterapkan dalam bidang kesehatan. 

42. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

disiplin ilmu pengetahuan di bidang teknisi gigi. 
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43. Lembaga Teknis Daerah (LTD) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat 

Daerah dan Dinas Daerah. 

44. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), adalah unit organisasi di lingkungan 

Departemen Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan 

pengeluaran negara secara giral. 

BAB II 
RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS 

JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI GIGI 

Pasal 2 
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya ini 
terdiri dari tugas pokok Teknlsl Gigi, Jenjang jabatan/pangkat, unsur kegiatan, tim penilai 
tata cara pembinaan, tata kerja dan tata cara penilaian, perhitungan dan penetapan angka 

· kredit, rincian kegiatan dan pengertiannya serta formulir-formulir dan cara pengisiannya. 

BAB III 
TUGAS POKOK DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT SERTA RINCIAN 

KEGIATAN TEKNISI GIGI 

Pasal3 
Tugas pokok Teknisi Gigi adalah melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan 
perencanaan, pembuatan dan penilalan protesa gigi meliputi Gigi Tiruan penuh dan sebagian, 
Gigi Tiruan Cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial. 

Pasal4 

(1) Jabatan Teknisi Gigi adalah Teknisi Gigi tingkat Terampil. 
(2) Jenjang jabatan dan pangkat Teknisi Gigi tingkat terampil sebagaimar,a dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebagai berikut: 

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT TEKNISI GIGI TERAMPIL 

No NAMA JABATAN PANGKAT GOLONGAN/ RUANG 

1 Teknisi Gigi Pelaksana Penaatur II/c 
Pengatur Tk I II/d 

2 Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan Penata Muda III/a 

Penata Muda Tk I III/b 

3 Teknisi Gigi Penyelia Penata 111/c 
Penata Tk I 111/d 
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Pasal 5 

(1) Rincian Kegiatan Teknisi Gigi tingkat terampil sebagai berikut: 

a. Teknisi Teknisi Gigi Pelaksana: 
1. Menyiapkan peralatan d1n bahan gigi tiruan dengan tingkat kesulitan I; 
2. Membuat gigi tiruan sebagian lepasan tanpa cengkram dengan kehilangan gigi 

1-3 elemen (horse shoe); 
3. Membuat gigi tiruan sebagian lepasan dengan cengkram dengan kehilangan gigi 

1-3 elemen (horse shoe); 
4. Membuat sendok cetak perorangan 
5. Membuat galangan gigit dengan malam (bite wall); 
6. Membuat single crown akrilik; 
7. Membuat kantilever bridge akrilik; 
8. Membuat bridge akrilik dengan jumlah elemen 3 atau lebih 
9. Membuat inlay/uplay dengan bahan akrilik; 
10. Membuat model die ( pindex, die lock tray system) 
11. Membuat splint oklusal 
12. Membuat bionator 
13. Mereparasi gigi tiruan retak akrilik 
14. Mereparasi gigi tiruan akrilik patah tanpa ada bagian gigi tiruan yang hilang 
15. Mereparasi gigi tiruan akrilik patah dengan sebagian gigi tiruan yang hilang; 
16. Mereparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan elemen gigi 
17. Mereparasi gigi tiruan dengan penyesuaian batas pinggir protesa (relining) 
18. Melakukan penggantian basis gigi tiruan akrilik dengan basis gigi tiruan yang 

baru ( rebasing) 
19. Mereparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan cengkram; 
20. Mereparasi orthodonti lepasan; 
21. Mereparasi cekat akrilik. 

b. Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan: 
1. Menyiapkan peralatan dan bahan untuk membuat gigi tiruan dengan tingkat 

kesulitan II; 
2. Membuat gigi tiruan sebagian lepasan dengan kehilangan gigi 4 - 13 elemen; 
3. Membuat gigi tlruan penuh rahang atas atau bawah dengan basis akrilik; 
4. Membuat gigi tiruan penuh rahang atas dan bawah dengan basis akrilik; 
5. Membuat basis kerangka logam pada satu sisi rahang atas atau bawah 

(unilateral) 
6. Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam pada dua sisi rahang (bilateral); 
7. Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam lengkap rahang atas dan bawah 

(full denture); 
8. Membuat single crown dengan bahan logam; 
9. Membuat bridge dengan bahan logam; 
10. Membuat inlay/onlay/uplay dengan bahan logam; 
11. Membuat pasak/pin logam ( post core ); 
12. Membuat coping metal; 
13. Membuat retensi plat sederhana dengan labial bow dan retensi sirkumferensial 
14. Membuat retensi plat dengan labial bow dan cengkeram adam's atau arrow 

head; 
15. Membuat aktivator dengan penambahan spring; 
16. Membuat aktivator dengan penambahan canine buccal retraktor satu atau dua 

buah; 
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17. Membuat rapid palatal expansi; 
18. Membuat mouth guard; 
19. Membuat bleaching tray; 
20. Membuat obturator; 
21. Membuat feeding plate; 
22. Mereparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan cengkeram dan elemen gigi 

pada kerangka logam; 
23. Mereparasi cekat logam; 
24. Mereparasi cekat logam kombinasi akrilik; 
25. Mereparasi gigi tiruan kerangka logam; 
26. Mereparasi cekat keramik 
27. Mereparasi prothesa maxilla facial. 

c. Teknisi Gigi Penyelia: 
1. Menyiapkan peralatan dan bahan untuk membuat gigi tiruan dengan tingkat 

kesulitan III; 
2. Membuat basis kerangka logam pada dua sisi rahang atas atau rahang bawah 

(bilateral); 
3. Membuat basis kerangka logam lengkap rahang atas atau rahang bawah (full 

denture); 
4. Membuat basis kerangka logam pada dua sisi rahang atas atau bawah (bilateral) 
5. Membuat single crown akrilik dengan kombinasi logam; 
6. Membuat bridge dengan kombinasi logam; 
7. Membuat mahkota pasak; 
8. Membuat single crown porcelein dengan coping logam; 
9. Membuat bridge metal porcelein dengan 3 elemen; 
10. Membuat inlay, onlay dan uplay metal porcelein; 
11. Membuat implant crown; 
12. Membuat precission attachment unilateral; 
13. Membuat precission attachment bilateral; 
14. Membuat coping porcelein; 
15. Membuat single crown all porcelein; 
16. Membuat bridge all porcelein; 
17. Membuat inlay, onlay dan uplay all porcelein; 
18. Membuat crown / bridge dengan abutment implant; 
19. Membuat bruxism splint; 
20. Membuat prothesa mata; 
21. Membuat prothesa wajah. 

Pasal6 

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknisi Gigi yang sesuai dengan jenjang 
jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 5 maka Teknisi Gigi 
yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat 
melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja 
atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 9 Peraturan MENPAN 
Nomor PER/06/M.PAN/4/2007. 
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Pasal7 
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan 
sebagai berikut : 
a. Teknisi Gigi yang melaksanakan tugas Teknisi Gigi 1 (satu) tingkat di atas jenjang 

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) 
dari angka kredit . setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan MENPAN Nomor PER/06/M.PAN/4/2007. 

b. Teknisi Gigi yang melaksanakan tugas Teknisi Gigi 1 (satu) tingkat di bawah jenjang 
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap 
butlr kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
MENPAN Nomor PER/06/M.PAN/4/2007. 

BAB IV 
UNSUR KEGIATAN 

PasalS 
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas : 

a. Unsur Utama; 
b. Unsur Penunjang. 

(2) Unsur utama terdiri dari : 
a. Pendldikan; 
b. Pelayanan teknisi gigi; 
c. Pengembangan profesi. 

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Gigi 
terdiri darl : 
a. Mengajar/ melatih di bidang teknisi gigi; 
b. Berperan dalam seminar/lokakarya di bidang teknisi gigi; 
c. Menjadl anggota dalam organisasi profesi teknisi gigi; 
d. Menjadi anggota dalam lim penilai jabatan fungsional Teknisi Gigi; 
e. Memperoleh gelar kesarjanaan / pendidikan lainnya. 
f. Memperoleh penghargaan / tanda jasa. 

( 4) Rincian kegiatan Teknisi Gigi dan angka kredit serta penjelasannya dari masing-masing 
unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I. 

Pasal 9 
(1) Teknisi Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang 

pelayanan teknisi gigi , pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: 
(a) 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan 
(b) 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak
banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang. 
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Pasal 10 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri 
Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Teknisi Gigi 
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan MENPAN Nomor 
PER/06/M.PAN/4/2007 peraturan ini, dengan ketentuan : 
a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur 

utama; dan 
b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur 

penunjang. 

(2) Teknisi Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah 
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka 
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. 

(3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
memenuhl jumlah angka kredit untuk kenalkan jabatan dua tingkat atau lebih dari 
jabatan terakhir yang diduduki, maka Teknisi Gigi yang bersangkutan dapat diangkat 
dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan 
ketentuan: 
a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir, dan; 
b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 
(satu) tahun terakhir. 

( 4) Teknisi Gigi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap kali 
kenaikan pangkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari 
jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang 
berasal dari kegiatan pelayanan teknik gigi; 

(5) Teknisi Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat 
setingkat lebih tlnggi pada tahun Pertama dalam masa jabatan/pangkat yang 
diduduklnya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang
kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan jabatan/pangkat · setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan 
pelayanan teknik gigl ; · 

(6) Teknisi Gigi Penyelia, pangkat penata lingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun 
sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari 
kegiatan pelayanan teknisi gigi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit. 

BABV 

TIM PENILAI 

Pasal 11 

(1) Penilaian terhadap prestasi kerja Teknisi Gigi dilakukan oleh lim Penilai. 

(2) Susunan Keanggotaan lim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. Satu orang Ketua merangkap anggota; 
b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota; 
c Satu orang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; 
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota 
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(3) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagai di maksud pada ayat (2) tidak 
dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang 
mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Teknisi Gigi 

(4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: 
a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik untuk Tim Penilai Departemen; 
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; 
c. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk Tim Penilai Kab/Kota; 
d. Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Teknisi gigi Instansi Pusat selain Departemen 

Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Tim Penilai Instansi. 

(5) Syarat untuk menjadi tim Penilai sebagai berikut: 
(a) Menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat 

Teknisi Gigi yang dinilai; 
(b) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Teknisi Gigi; dan 
(c) Dapat aktif melakukan penilaian. 

(6) Masa Jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahundan dapat diangkat kembali untuk masa 
jabatan berlkutnya. 

Pasal 12 

(1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen, adalah : 
a. membantu Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan dalam 

menetapkan angka kredit bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Penyelia yang 
bekerja pada sarana pelayanan laboratorium teknik gigi di lingkungan Departemen 
Kesehatan. 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bina Pelayanan 
Penunjang Medlk Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan 
angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a. 

(2) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi, adalah: 
a. membantu Kepala Dlnas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi 

Teknlsi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada sarana 
pelayanan laboratorium teknik gigi di lingkungan provinsi; dan 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
yang berhubungan 'dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a. 

(3) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah: 
a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit 

bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada 
sarana pelayanan laboratorium teknik gigi di lingkungan kabupaten/kota; dan 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana 
dimaksud huruf a. 

(5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi, adalah: 
a. membantu Pimplnan Unit Kerja Pelayanan laboratoriun teknik gigi Instansi Pusat 

selain Departemen Kesehatan paling rendah eselon II dalam menetapkan angka 
kredit bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja 
pada Laboratorium teknik gigi masing-masing Instansi ; dan 
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja Pelayanan 
Teknisi gigi Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) 
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf 
a. 

(6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi 
syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Teknisi 
Gigi dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kab/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi 
yang bersangkutan/Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen. 

(7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat 
keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Teknisi Gigi 
dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen. 

(8) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat 
keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh 
Tim Penilal Departemen. 

(9) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, 
dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui 
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(10) Anggota Tim Penilai yang berasal dari Teknisi Gigi harus lebih banyak dari pada anggota 
tim Penllal yang berasal dari pejabat lain bukan Teknisi Gigi. 

(11) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (10) tidak dapat 
dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat/PNS lain yang 
mempunyai pengalaman/kompetensi untuk menilai prestasi kerja Teknisi Gigi. 

(12) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) 
bulan atau lebih, maka ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai 
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

(13) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat 
mengangkat anggota Tim Penilal pengganti. 

Pasal 13 

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim 
Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat 
di bidang kepegawaian. 

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang 
berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (9) Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2007. 

Pasal 14 

(1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat 
membentuk Tim Penilal Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang 
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang mempunyai 
kemampuan teknis yang diperlukan. 

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua 
Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian 
tertentu. 
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(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim 
Penilai. 

Pasal 15 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Teknisi Gigi diwajibkan 
mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. 

(2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan 
untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki Teknisi Gigi dapat mengajukan usul 
penilalan dan penetapan angka kredit. 

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Teknisi Gigi dilakukan sekurang-kurangnya 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat 
Pegawai Negeri Sipil. 

BAB VI 

TATA CARA PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI GIGI 

Pasal 16 

Tata Cara Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknisi Gigi meliputi : 
penyesuaian/ inpassing, pengangkatan Pertama, kenaikan jabatan dan pangkat, perpindahan 
jabatan, pembebasan sementara dari jabatan, pengangkatan kembali ke dalam jabatan, serta 
pemberhentian dari jabatan Fungsional Teknisi Gigi. 

Pasal 17 

(1) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan Teknisi Gigi meliputi persyaratan 
kelengkapan berkas dan tata cara penyesuaian serta pejabat yang berwenang 
menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini. 

(2) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ kota. 

Pasal 18 

(1) Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Teknisi Gigi meliputi 
persyaratan,. kelengkapan berkas dan tata cara pengangkatan serta pejabat yang 
berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini. 

(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 

Pasal19 

(1) Kenaikan jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Teknisi Gigi 
meliputl persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang 
berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini. 
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(2) Kenaikan jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di tlngkat Pusat, Provins!, dan Kabupaten/Kota 

Pasal 20 

(1) Perpindahan jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan fungsional Teknisi Gigi meliputi 
persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang 
berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V peraturan ini. 

(2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
tingkat Pusat, Provins!, dan Kabupaten/Kota 

Pasal 21 

(1) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Teknisi Gigi meliputi alasan-alasan dan 
tata cara pembebasan sementara dari jabatan fungsional Teknisi Gigi serta pejabat yang 
berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI peraturan ini. 

(2) Pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 

Pasal 22 

(1) Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Teknisi Gigi bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang dibebaskan sementara dari jabatannya serta pejabat yang berwenang sebagaimana 
tercantum dalam Lamplran VII peraturan ini. 

(2) Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 

Pasal23 

(1) Pemberhentian dari jabatan fungsional Teknisi Gigi meliputi persyaratan, kelengkapan 
berkas dan tata cara pemberhentlan dari jabatan fungsional Teknisi Gigi serta pejabat 
yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII peraturan ini. 

(2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
tingkat Pusat, Provins!, dan Kabupaten/Kota 

BAB VII 
TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN 

Pasal 24 

(1) Tata kerja dan tata cara penilaian meliputi tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian. 

(2) Tata kerja Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup-kedudukan, tugas 
dan fungsi Tim Penllai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai 
Kabupaten/Kota dan Tim Penllai Instansi. 

(3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup daftar usulan 
penetapan angka kredit, penilaian oleh tim penilai, penilaian oleh tim penilai teknis. 

( 4) Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampi ran 
IX peraturan ini. 
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BAB VIII 
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 25 

(1) Perhitungan dan penetapan angka kredit Jabatan Teknisi Gigi meliputi unsur utama, dan 
unsur penunjang kegiatan. 

(2) Perhitungan dan penetapan angka kredit Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan di tingkat Pusat, Provins! dan kabupaten/ kota, dan Instansi. 

(3) Perhitungan dan penetapan angka kredit Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) di atas, bagi mereka yang bekerja pada unit kerja yang melakukan pelayanan teknisi 
gigi. 

(4) Perhitungan dan penetapan angka kredit jabatan Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran X peraturan ini. 

BAB IX 
FORMUUR DAN CARA PENGISIAN FORMULIR 

Pasal 26 

(1) Formulir-formulir yang diperlukan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Gigi adalah formulir 
Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, Formulir Jumlah Prestasi Kerja Harian, Formulir 
Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelayanan teknisi gigi, Formulir Surat Pernyataan 
melakukan kegiatan Pengembangan Profesi, Formulir Surat Pernyataan melakukan 
kegiatan Penunjang Tugas Teknisi Gigi, Formulir Surat Keterangan sebagai Anggota 
Organisasi Profesi, Formulir Penetapan Angka Kredit. 

(2) Formulir-formulir dimaksud pada ayat (1) dan cara pengisiannya tercantum dalam 
Lampiran XI peraturan lnl. 

BAB X 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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NO UNSUR SUB UNSUR 

1 2 3 

II PELA YANAN IA. Persiapan pelayanan 
TEKNIKGIGI teknik gigi 

B. Membuat gigi tiruan 
sebagian lepasan akrilik 

C. Membuat gigi tiruan lengkap 
lepasan akrilik 

D. Membuat basis kerangka 
logam 

~ ..,. 
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URAIAN BUTIR KEGIATAN UNSUR PELAYANAN UNTUK TEKNISI GIGI 
SERTA PEMBAGIAN TUGAS MENURUT JENJANG JABATAN 

BUTIR KEGIATAN KODE 

4 5 

1 Menyiapkan peralalan dan bahan untuk membuat gigi tiruan 
a. Tingkat kesulitan I 1 
b. Tingkat kesulitan II 2 
c. Tingkat kesulitan Ill 3 

1 Membuat gigi tiruan sebagian lanpa 4 
cengkram dengan kehilangan gigl 
1-3 elemen ( horse shoe } 

2 Membuat gigi tiruan sebagian lepasan 5 
dengan cengkram dengan kehilangan 
aiai 1-3 elemen 

3 Membuat gigi tiruan sebagian lepasan 6 
dengan kehilangan gigi 4-13 elemen. 

1 Membuat sendok celak perorangan 7 
2 Membuat galengan glgit dengan 8 

rnalam ( bite wal ) 
3 Membuat glgi tiruan penuh rahang alas alau bawah 9 

denaan basis akrilik 
4 Membuat gigi tiruan penuh rahang alas dan bawah 10 

dengan basis akrilik 

1 Membuat basis kerangka logam 11 
oada satu sisi rahang alas alau bawah I unilateral ) 

2 Membuat basis kerangka logam 12 
oada dua sisi rahang alas alau bawah ( bilateral ) 

3 Membuat basis kerangka logam lengkap 13 
rahang alas alau rahang bawah (full denture) 

4 Membuat basis kerangka logam lengkap 14 
rahang alas dan rahang bawah (full denture) 
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LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : 365/MENKESIPER/IV/2008 
TANGGAL : 15 Aprll 2008 

ANG KA 
TEKNISI GIGI 

SA TUAN 
KR EDIT Pelaksana Pelaksana Penyella HASIL 

LanJutan (SETIAP) 
II c-11 d Illa-Ill b lllc-llld 

6 7 8 9 10 

0,00072 + - - keoialan 
0,0025 - + - keoialan 
0,0064 - - + kegialan 

0,01664 + - - protesa 

0,0182 ·+ - - protesa 

0,0475 - + - protesa 

000404 + - - sendok celak 
0,00224 + - - galengan gigit 

0,0304 - + - protesa 

0,0572 - + - protesa 

0,0606 - + - basis kerangka 
loaam 

0,1144 - - + basis kerangka 
looam 

0,0796 - - + basis kerangka 
loaam 

0,1532 - - + basis kerangka 
logam 



NO UNSUR SUB UNSUR 

1 2 3 
E. Membuat Gigi Tiruan 1 

kombinasi Kerangka Logam 
danAkrilik 2 

3 

4 

F. Membuat Gigi Tiruan 1 
Cekat Akrilik 2 

3 

4 
5 

G. Membuat gigi tiruan cekat 1 
dengan bahan logam 2 

3 
4 

H. Membuat crown akrilik 1 
dengan kombinasi logam 2 

3 

I. Membuat Gigi Tiruan 1 
Cekat Metal Porcelain/ 2 
Porcelain fused metal 3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

J. Membuat Gigi Tiruan 1 
Cekat All Porcelain 2 

3 
4 
5 

l" 
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BUTIR KEGIATAN 

4 
Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam 
oada satu sisi rahang atas atau bawah ( unilateral ) 
Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam 
oada dua sisi rahano C bilateral ) 
Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam lengkap 
rahano atas atau rahana bawah (full denture) 
Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam lengkap 
rahang atas dan rahang bawah (full denture) 

Membuat sinale crown akrilik 
Membuat kantelever briMA akrilik 
Membuat bridge akrilik dengan jumlah 
elemen 3 atau lebih 
Membuat inlav denaan bahan akrilik 
Membuat onlay I uplay dengan bahan akrilik 

Membuat single crown dengan bahan ioaam 
Membuat Drioge denoan bahan looam 
Membuat imav I onlav I uolav dengan bahan ioaam 
Membuat pasak I pin logam ( post core ) 

Membuat single crown akrilik tu>nruln kombinasi ioaam 
Membuat bridoe denoan kombinasi bahan tooam 
Membuat mahkota pasak 

Membuat model die f Dlndex die lock trav svstem ) 
Membuat cooina metal 
Membuat single crown oorcelain denaan coping metal 
Membuat bridge metal parcelain denaan 3 elemen 
Membuat DrioQe metal oorceiain lebih dari 3-14 elemen 
Membuat iniav. ornav dan u111av metal oorceiain 
Membuat tmDLant crown 
Membuat Precission attachment unilateral 
Membuat Preclssion attachment bilateral 

Membuat NV>inn nnrrACOin 
Membuat sinale crown all oorcelain 
Membuat lvit1nA all n<>rr.Atain 
Membuat inlav. onlav dan Ul'>laV all """"""in 
Membuat crown I bridge dengan abutment implant 
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' 
ANG KA 

TEKNISI GIGI 
SA TUAN 

KODE KREDIT Pelaksana Pelaksana Penyella HASIL 
Lanlutan (SETIAP) 

He-lid Ill a-111 b Ill c-llld 
5 6 7 8 9 10 
15 0,0188 - + - protesa 

16 0,0304 - + - protesa 

17 0,0428 - + - protesa 

18 0,0883 - + - protesa 

19 0,01056 + - - rvntesa 
20 0,01152 + - - rvntesa 
21 0,01964 + - - protesa 

22 0006 + - - rvntesa 
23 0,00604 + - - protesa 

24 0,0337 - + - orotesa 
25 00505 - + - ormesa 
26 0 0411 - + - orotesa 
27 0,0192 - + - pasak 

28 01008 - - + ormesa 
29 01134 - - + ormesa 
30 0,0634 - - + protesa 

31 0 00216 + - - model die 
32 00354 - + - coping 

33 0 041 + ~ 

34 oon6 - - + ormesa 
35 01926 - - + ormesa 
36 00414 - - + ormesa 
37 00792 - - + nm!"""' 

38 01108 - - + nm1esa 
39 0,1146 - - + protesa 

40 0,0632 - - + cooino 
41 0,041 - - + ormesa 
42 0,0812 - - + orotesa 
43 00384 - - + orotesa 
44 0,063 - - + protesa 



NO UNSUR SUB UNSUR 

1 2 3 

K Membuat Pesawat 
Orthodonti Lepasan 

L. Mereparasi Gigi Tiruan 

.. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

BUTIR KEGIATAN 

4 
Membuat retensi plat sederhana dengan labial 
bow dan retensi sirkumferensial 
Membuat retensi plat dengan labial bow dan 
cenakram adam's atau arrow head 
Membuat aktivator <lf!nnan oenambahan sDrino 
Membuat aktivator dengan penambahan 
canine buccal retraktor satu atau dua buah 
Membuat raoid oalatal """"nsi 
Membuat Bruxism Solint 
Membuat Solint Oklusal 
Membuat Bionator 
Membuat Mouth Guard 

10 Membuat Bleachino Tr:w 
11 Membuat nmthesa mata 
12 Membuat Prothesa waiah. 
13 membuat obturator 
14 Membuat feeding plate 

1 Mereparasi aiai tiruan retak akrilik 
2 Mereparasi gigi tiruan akrilik patah tanpa ada 

baaian aiai tlruan vana hilano 
3 Mel'f!Oarasi aial tlruan akrilik """'h """""" ru.nian ""na hilana 
4 Mereoarasi aial tiruan akrilik oenaan N>rullffibahan elemen niai 

5 Mereparasi gigi tlruan akrilik dengan penyesuaian 
batas pinggir orothesa ( Relining ) 

6 Melakukan penggantlan basis glgl tiruan akrilik dengan 
basis tlruan vana baru ( Rebasina ) 

7 Mereparasi gigi tlruan akrilik dengan penambahan 
c:enakram 

8 Mereparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan 
cenakram dan elemen niai nada keranoka lnnam 

9 MAf9oarasi orthodontie ....,_.,n 
1 o Mereoarasi cekat akrilik 
11 Mereoarasi cekat lnnam 
12 Mereoarasi cekat 1t1aam kombinasi akrilik 
13 Mereoarasi niai tiruan keranoka 1t1aam 
14 Mereparasi cekat keramik 
15 Mereparasi prothesa maxillo facial 
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KODE 

5 
45 

46 

47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 

61 
62 
63 

64 

65 

66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

ANG KA 
TEKNISI GIGI 

SA TUAN 
KREDIT Pelaksana Pelaksana 'Penv;na- HASIL 

Lani utan (SETIAP) 
llc-lld 111 a-111 b lllc-llld 

6 7 8 9 10 
0,0391 . + . plat retensi 

0,0404 . + . plat retensi 

00393 . + . olat aktivator 
0,0375 . + . plat aktivator 

00338 . + . palatal exoansi 
00426 . . + splint 
0 00752 + . . sol int 
0,01616 + . . bionator 
00205 . + . mouth guard 
002 . + . traY 
0147 . . + orotesa 

01162 . . + orotesa 
0032 . + . orotesa 
0,0346 . + . protesa 

0,0088 + . . Nntesa 
0,00784 + . . protesa 

00096 + . . orotesa 
001004 + . . orotesa 
0,01136 + . . protesa 

0,01384 + . . protesa 

0,01008 + . . protesa 

0,0254 . + . protesa 

0 01004 + . . protesa 
001004 + . . protesa 
0 0114 . + . protesa 
0 0115 . + . protesa 

001 . + . orotesa 
00205 . + . orotesa 
0,0105 . . . protesa 



NO UNSUR SUB UNSUR 

1 2 3 

Ill PENGEMBANGAN A. Pembuatan karya tulis/ 1 
PROF ES I karya ilmiah bidang 

teknik gigi 

2 

3 

4 

5 

B. Penerjemahan I 1 
penyaduran buku dan 
bahan laimnya di bidang 
teknik gigi 

2 

3 

C. Pembuatan buku pedoman/ 
petunjuk pelaksanaan/ petunjuk 
teknis di bidang teknik gigl 

D. Menemukan teknologi 
tepat guna di bidang 
teknik gigi 

• 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

BUTIR KEGIATAN 

4 
Membuat karya tulis/karya ilmlah bidang teknik gigl 

yang dipublikasikan. 
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 

secara nasional 
b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh UPI 

Membuat karya ilmiah/karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmlah 
dengan gagasan sendiri dalam bidang teknlk gigl yang 
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan 
instansi yang bersangkutan dalam bentuk : 

a. buku 
b. naskah 

Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan 
gagasan sendlri dalam bidang kesehatan yang 
dipublikasikan dalam bentuk : 

a. buku vana diterbitkan atau diedarkan secara nasional 
b. majalah ilmiah yang diakui oleh UPI 

Tulisan ilmiah populer di bidang teknik gigl 
yang disebarluaskan rnelalui media massa 

Menyampalkan prasaran berupa tinjauan, gagasan 
dan atau utasan ilmiah di bidang teknik gigl 
pada pertemuan limiah 

menerjemahankan/menyadur di bidang teknlk gigl 
yang dipublikasikan dalam bentuk : 

a. buku vana diterbitkan atau diedarkan secara nasional 
b. majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 

menerjemahankan/menyadur di bidang teknik gigi 
yang lidak dipublikasikan dalam bentuk : 
a. buku 
b. makalah 

Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan 

Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk 
teknis di bidang teknik gigl 

Menemukan teknologi tepat guna di bidang 
teknik gigl 
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ANG KA 
TEKNISI GIGI 

SATUAN 
KODE KREDIT Pelaksana Pelaksana Penyella HASIL 

LanJutan (SETIAP) 
lie -11 d Ill a -Ill b Ill c -111 d 

5 6 7 8 9 10 

74 12,5 + + + Buku 
75 6 + + + Naskah 

76 8 + + + Buku 
77 4 + + + Naskah 

78 8 + + + Buku 
79 4 + + + Majalah 

80 2 Kary a 

81 2,5 Naskah 

82 7 + + + Buku 
83 3,5 + + + Majalah 

84 3 + + + Buku 
85 1,5 + + + Naskah 

+ + + 
86 1,5 + + + Naskah 

87 2 + + + Naskah Pedoman 

88 5 + + + Kary a 



NO UNSUR SUB UNSUR 

1 2 3 

IV PENUNJANG A. Pengajar/ pelalih bidang 
TUGAS TEKNISI GIGI teknik gigi 

B. Peran serta dalam 
seminar/ lokakarya di 
bidang teknik gigi 

C. Keanggotaan daiam 
organisasi profesi 
Teknisi Gigi 

D. Keanggotaan dalam Tim 
penilai jabatan fungsional 
Teknisi Gigi 

E. Perotehan penghargaan/ 
tandajasa 

F. Perolehan gelar kesarjanaan 
lainnya 

~ 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

I 

BUTIR KEGIATAN 

4 

Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelalihan pegawai 

1. Mengikuti seminar/ lokakarya 
sebagai : 
a. Pemrasaran 
b. Pembahas/ moderator/ narasumber 
e. Peserta 

2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai : 
a. Ketua 
b. Anggota 

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : 
a. Ketua/Wakil ketua 
b. Anggota 

Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai : 
a. Ketua/Wakil ketua 
b. Anggota 

Penghargaan/\anda jasa Satya Laneana Karya Satya 
a. 30 ltiaa DUluhl tahun 
b. 20 (dua puluh) tahun 
c. 10 (sepuluh) lahun 

Memperoleh ijazah lain yang tldak sesuai dengn bidang tugasnya: 
a. Sariana S1/Dloloma IV 
b. Sarjana Muda/Diploma II/Diii 
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KODE 

5 

89 

90 
91 
92 

93 
94 

95 
96 

97 
98 

99 
100 
101 

102 
103 

ANG KA 
TEKNISI GIGI 

SA TUAN 
KREDIT Pelaksana Pelaksana Penyella HASIL 

Lani utan (SETIAP) 
II e-11 d Ill a-111 b llle-llld 

6 7 8 9 10 

0.3 + + + 2 jam pelajaran 

3 + + + Kali 
2 + + + Kali 
1 Kali 

1,5 + + + Kali 
1 + + + Kali 

1 + + + Tahun 
0,75 + + + Tahun 

1 + + + Tahun 
0,75 + + + Tahun 

3 + + + Penahamaan 
2 + + + Penghargaan 
1 + + + Penghargaan 

5 + + + ilazah 
3 + + + ijazah 

(' I 

l71l~~ 



MENTERIKESEHATAN 
Rll'tJ•UK INDONESIA 

LAMPIRAN II: PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/ PER/IV/2008 
TANG GAL : 15 April 2008 

TATA CARA PENYESUAIAN/ INPASSING 
DALAM JABATAN 

1. Persyaratan. 

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN Nomor 
PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka 
Kreditnya, telah melaksanakan pelayanan teknik gigi yang dinyatakan 
berdasarkan surat keterangan pejabat yang berwenang serendah-rendahnya 
eselon Ill, dapat diangkat dalam jabatan Teknisi Gigi melalui penyesuaian/ 
inpassing dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Persyaratan Umum : 
1) Tersedianya formasi; 
2) Sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
3) Tidak sedang menduduki jabatan struktural/fungsional lainnya; 
4) Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang 

berwenang; 
5) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Teknisi Gigi (lampiran II b); 
6) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang

kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

b. Persyaratan Teknis: 
1) berijazah paling rendah Sekolah Pengatur Teknisi Gigi (SPTG); 
2) pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang Ille. 
3) masa inpassing TMT 1 November 2007 s/d 31 Oktober 2008 (PB Menkes 

dan Ka. BKN No. 1148/Menkes/PB/X/2007 dan No. 35 tahun 2007). 

2. Kelengkapan Berkas. 

Kelengkapan berkas yang diperlukan untuk penyesuaian/inpassing meliputi : 

1) Foto copy Kartu Pegawai; 
2) Foto copy ljazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 
3) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir. 
4) Foto copy DP3 satu tahun terakhir; 
5) Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang teknisi gigi, dari pejabat unit 

kerja yang membidangi Teknisi Gigi serendah-rendahnya setingkat eselon Ill; 
6) Surat pernyataan memilih Jabatan Teknisi Gigi, dari PNS yang bersangkutan. 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

3. Tata Cara Penyesuaian/ lnpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Teknisi Gigi. 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan 

1) Calon Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja/Kepala UPT Departemen 
Kesehatan untuk pengusulan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional 
Teknisi Gigi; 

2) Kepala Unit Kerja/Kepala UPT Departemen Kesehatan yang bersangkutan 
mengusulkan kepada Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik melalui 
Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian pada Ditjen Bina Pelayanan 
Penunjang Medik; 

3) Bagian yang membidangi kepegawaian Dit. Bina Pelayanan Penunjang 
Medik memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan 
dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Depkes melalui Kepala Biro 
Kepegawaian Depkes; 

4) Biro Kepegawaian memeriksa kembali berkas usulan · untuk selanjutnya 
memproses surat keputusan penyesuaian/ inpassing; 

5) Surat keputusan penyesuaian/ inpassing bagi Teknisi Gigi Pelaksana 
sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

6) Surat keputusan penyesuaian/inpassing asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Direktur Bina Pelayanan Penunjang 
Medik, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT dan Kepala KPPN. 

b. Di lnstansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan 

1) Calon Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan 
dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk 
penyesuaian/inpassing Jabatan Teknisi Gigi; 

berkas yang 
pengusulan 

2) Kepala Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan 
lnstansi melalui Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian pada 
lnstansi tersebut; 

3) Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian lnstansi, memeriksa 
berkas usulan inpassing dan berkas yang memenuhi persyaratan 
disampaikan kepada Pimpinan lnstansi; 

4) Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian lnstansi memeriksa kembali 
berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan penyesuaian/ 
in passing; 

5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Teknisi Gigi Pelaksana 
sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Pirnpinan lnstansi 
setingkat eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan lnstansi; 
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MENTEftlKESEHATAN 
REPU!SUK IN8QNE51A 

6) Surat keputusan penyesuaian/inpassing yang asli disampaikan kepada 
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada 
Kepala BKN, Pimpinan lnstansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Direktur Bina 
Pelayanan Penunjang Medik Depkes dan Kepala KPPN. 

c. lnstansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 

1) Caton Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan penyesuaian; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/L TD melalui Bagian Kepegawaian/Unit 
yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prop/ Kab/ Kota/ UPTD/ LTD; 

3) Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes 
Prop/Kab/Kota/UPTD/ LTD memeriksa persyaratan dan kelengkapan 
berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku dan 
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui 
Biro Kepegawaian Setcia Prop/ Kab/ Kota; 

4) Setda Prop/Kab/Kota memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya 
memproses surat keputusan penyesuaian/ inpassing; 

5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Teknisi Gigi Pelaksana 
Pemula sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota; 

6) Surat Keputusan Penyesuaian/lnpassing asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD/L TD, Sekretaris Jenderal 
Depkes, Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes, Kepala Unit 
Kerja, dan Kepala KPPN. 



MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

LAMPIRAN lib: PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/PER/IV/2008 

TANG GAL : 15 April 2008 

SURAT PERNYATAAN MEMILIH JABATAN FUNGSIONAL 

NOMOR ·: ......................... .. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nam a 

NIP 

Pangkat/ Golongan Ruang 

Pendidikan 

Jabatan 

Unit Organisasi 

Menyatakan dengan ini sesungguhnya, bahwa : 

Sesuai dengan pendidikan dan profesi yang akan saya jalani saya memilih jabatan 
fungsional .................................. . 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. · 

Mengetahui, 

Pimpinan unit kerja 

.............................. 
NIP. 
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Jakarta, 

Pegawai yang bersangkutan 

. ........................................ . 
NIP. 



MENTERIKESEHATAN 
RiPUBUK INOONESIA 

LAMPIRAN Ill : PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/ PER/IV/2008 
TANG GAL : 15 April 2008 

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI GIGI 

1. Persyaratan 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk· pertama kali dalam Jabatan Teknisi 
Gigi harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 23 Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan 
Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya, sebagai berikut: 

a. Persyaratan Umum : 
1) Tersedianya formasi; 
2) Sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
3) Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan; 
4) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia 

pensiun; 
5) Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang 

berwenang; 
6) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Teknisi Gigi; 
7) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang

kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

b. Persyaratan Teknis: 

1) Berijazah paling rendah Diploma Ill Teknisi Gigi; 
2) Pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang 11/c; 
3) Memiliki nilai Angka Kredit minimal sesuai ketentuan (lampiran I); 
4) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan teknisi gigi selama 1 

(satu) tahun; 

2. Kelengkapan Berkas. 
. 

Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fu'lgsional Teknisi 
Gigi: 
a. Foto copy SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau SK Kenaikan 

Pangkat terakhir; · 
b. Surat Keputusan Asli Penetapan Angkat Kredit (PAK), sebagaimana dimaksud 

dalam lampiran VIII tentang Tata kerja dan tata cara penilaian; 
c. Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang teknisi gigi yang 

ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 
d. Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir; 
e. Foto copy Kartu Pegawai; 
f. Foto copy ljazah. 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

3. Tata Cara Pengangkatan.Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Teknisi Gigi 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan. 

1) Calon pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat fungsional Teknisi 
Gigi (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk 
pengusulan pengangkatan pertama; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat 
melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit 
Utama/UPT Pusat; 

3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit 
Utama/UPT Pusat membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk 
proses Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan Teknisi Gigi ; 

4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Teknisi Gigi Pelaksana 
sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

5) Surat keputusan pengangkatan pertama yang asli disampaikan kepada 
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada 
Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Kepala 
UPT dan Kepala KPPN. 

b. lnstansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan. 

1) Calon Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat fungsional Teknisi 
Gigi untuk pengusulan pengangkatan pertama; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan lnstansi melalui Bagian 
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada lnstansi; 

3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada lnstansi 
membuat usulan kepada Pimpinan lnstansi untuk proses surat Keputusan 
pengangkatan pertama jabatan Teknisi Gigi; 

4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Teknisi Gigi Pelaksana 
sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi 
setingkat eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan lnstansi; 

5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, 
Pimpinan lnstansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN. 

c. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. 

1) Caton Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Teknisi Gigi untuk 
pengusulan pengangkatan pertama; 
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2) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/L TD melalui Bagian Kepegawaian/Unit 
yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/ 
Kota/UPTD/ LTD; 

3) Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes 
Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas 
yang dipersyaratkan, sesuai ketentuan yang berlaku, dan disampaikan 
kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Biro 
Kepegawaian Setda Provinsi/Kabupaten/ Kota; 

4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Teknisi Gigi Pelaksana 
sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ 
Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Buputi/Walikota 

5) Surat keputusan pengangkatan pertama asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD/L TD, Sekretaris 
Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, KPPN. 

'<.-~~ ~~ 
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LAMPIRAN IV : PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/ PER/IV/2008 
TANG GAL : 15 April 2008 

TATA CARA KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN 
TEKNISI GIGI 

1. Persyaratan Kenaikan Pangkat/Jabatan 

Seorang pejabat Teknisi Gigi dapat naik pangkat/jabatan apabila telah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

Kenaikan Jabatan : 
a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 

b. Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk 
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan : 
I) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur utama dan; 
2) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) berasal dari unsur penunjang; 

c. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 
(satu) tahun terakhir. 

Kenaikan Pangkat : 

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

b. Teknisi Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada 
tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya 
diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh 
persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat 
setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan teknik gigi. 

c. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) 
tahun terakhir. 

2. Kelengkapan Berkas 
Kelengkapan berkas untuk kenaikan Jabatan meliputi : 
a. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir; 
b. PAK terakhir; 
c. DP3 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik; 

Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat meliputi : 
a. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 
b. Surat Keputusan asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir; 
c. DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; 
d. Surat keputusan jabatan terakhir; 
e. Foto copy Kartu Pegawai. 
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3. Tata Cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan 

, Kenaikan Jabatan 

1) Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan 
jabatan; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat 
melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada 
Unit Utama/UPT Pusat; 

3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama 
membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat keputusan 
kenaikan jabatan Teknisi Gigi; 

4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

5) Surat keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Kepala UPT dan 
Kepala KPPN. 

Kenaikan Pangkat: 

1) Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan 
pangkat; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat 
melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit 
Utama/UPT Pusat; 

3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama 
membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat keputusan 
kenaikan pangkat Teknisi Gigi; 

4) Biro Kepegawaian Setjen Depkes, membuat nota persetujuan (D.1) dan 
mengusulkan ke Sadan Kepegawaian Negara untu_k memperoleh 
persetujuan; 

5) Setelah mendapat persetujuan Sadan Kepegawaian Negara, maka surat 
keputusan kenaikan pangkat bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan 
Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

6) Surat keputusan kenaikan pangkat yang asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Kepala UPT dan 
Kepala KPPN. 
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b. lnstansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan 

Kenaikan Jabatan : 

1) Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Teknisi Gigi untuk pengusulan 
kenaikan jabatan; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan lnstansi melalui Bagian 
Kepegawaian I Unit yang menangani kepegawaian pada lnstansi; 

3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat 
usulan untuk proses Surat keputusan kenaikan jabatan Teknisi Gigi; 

4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan lnstansi; 

5) Surat keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKN, Pimpinan lnstansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN. 

Kenaikan Pangkat : 

1) Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Teknisi Gigi untuk pengusulan 
kenaikan pangkat; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan lnstansi melalui Bagian 
Kepegawaian I Unit yang menangani kepegawaian pada lnstansi; 

3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat 
usulan untuk proses Surat Keputusan pangkat jabatan Teknisi Gigi ; 

4) Biro Kepegawaian lnstansi, membuat nota persetujuan (D.1) dan 
mengusulkan ke Sadan Kepegawaian Negara untuk memperoleh 
persetujuan; 

5) Setelah mendapat persetujuan Sadan Kepegawaian Negara, maka surat 
keputusan kenaikan pangkat bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan 
Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh Pimpinan lnstansi; 

6) Surat keputusan kenaikan pangkat yang asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKN, Pimpinan lnstansi, Sekretaris Jenderal Depkes dan Kepala KPPN. 

c. lnstansi Kesehatan Provinsi I Kabupaten I Kota . 

Kenaikan Jabatan : 

1) Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan 
jabatan; 
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2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah/L TD melalui Bagian Kepegawaian/ 
Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/ 
UPT Daerah/L TD; 

3) Biro Kepegawaian Setda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat 
Keputusan kenaikan jabatan Teknisi Gigi dan disampaikan kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk 
mendapat persetujuan; 

4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota 
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota; 

5) Surat Keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD/L TD, Sekr:43taris Jenderal 
Depkes, Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes, Kepala Unit 
Kerja dan Kepala KPPN. 

Kenaikan Pangkat : 
1) Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 

dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan 
pangkat; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah/L TD melalui Bagian 
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes 
Provinsl/Kabupaten/Kota/UPTD/ LTD; 

3) Biro Kepegawaian Setda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat 
Keputusan kenaikan pangkat Teknisi Gigi dan disampaikan kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk 
mendapat persetujuan; 

4) Biro Kepegawaian Setda Provinsi/Kabupaten/Kota, membuat nota 
persetujuan (D.1) dan mengusulkan ke Sadan Kepegawaian Daerah untuk 
memperoleh persetujuan; 

5) Setelah mendapat persetujuan Sadan Kepegawaian Daerah, maka surat 
keputusan kenaikan pangkat bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan 
Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota; 

6) Surat Keputusan kenaikan pangkat yang asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/ la UPTD, Sekretaris Jenderal 
Depkes, Kepala Unit Kerja, da~~1tra::l~l9~ 

f ri Kesehatan 
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LAMPIRAN V : PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/ PER/IV/2008 
TANG GAL : 15 April 2008 

TATA CARA 
PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAU JABATAN FUNGSIONAL LAIN 

MENJADI JABATAN TEKNISI GIGI 

1. Persyaratan Perpindahan Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural/ jabatan fungsional 
lainnya untuk dapat diangkat dalam jabatan Teknisi Gigi harus memenuhi syarat 
sebagaiberikut: 

a. Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun; 

b. Ada formasi jabatan untuk pengangkatan Jabatan Teknisi Gigi; 

c. Berijazah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 PERMENPAN Nomor 
PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka 
Kreditnya; 

d. Bagi pejabat struktural, telah memperoleh surat keputusan pemberhentian dari 
jabatan struktural yang didudukinya; 

e. Bagi pejabat fungsional lainnya, telah memperoleh surat keputusan 
pemberhentian dari jabatan fungsional yang didudukinya; 

f. Telah memperoleh surat pernyataan memilih jabatan Teknisi Gigi; 

g. Memiliki pengalaman dalam pelayanan teknisi gigi sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun; 

h. Angka kredit yang diperoleh dari jabatan fungsional lainnya tidak 
diperhitungkan; 

i. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 
paling rendah bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

2. Kelengkapan Berkas 

Kelengkapan berkas untuk perpindahan dari jabatan sruktural/fungsional lain 
menjadi pejabat fungsional Teknisi Gigi meliputi: 
a. Foto kopi SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional lainnya; 
b. SK Penetapan Angka Kredit (PAK); 
c. Surat Pernyataan Memilih jabatan Teknisi Gigi; 
d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di bidang teknisi gigi dari pimpinan 

unit kerja eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk; 
e. Foto kopi DP3 1 (satu) tahun terakhir; 
f. Foto kopi Kartu Pegawai 
g. Foto kopi ijazah/STTPL 
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3. Tata Cara Perpindahan Dari Jabatan Struktural/Fungsional Lain Menjadi 
Pejabat Teknisi Gigi : 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan 

1) Calon Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan perpindahan; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat 
melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit 
Utama/UPT Pusat; 

3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama 
membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat 
Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Teknisi Gigi; 

4) Surat keputusan pengangkatan bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, 
Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Kepala UPT dan 
Kepala KPPN. 

b. lnstansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan 

1) Calon Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan perpindahan; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan lnstansi melalui Bagian 
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada lnstansi; 

3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat 
usulan untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan 
Teknisi Gigi; 

4) Surat keputusan pengangkatan bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi setingkat 
eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan lnstansi; 

5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, 
Pimpinan lnstansi, Sekretaris Jenderal Depkes dan Kepala KPPN. 

c. lnstansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 

1) Calon Pejabat Teknisi Gigi melengkapi dan menyerahkan berkas yang 
dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan perpindahan; 

2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala UPTD/LTD melalui Bagian 
Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes 
Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/ LTD; 
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3) Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes 
Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas 
yang dipersyaratkan, sesuai ketentuan yang berlaku, dan disampaikan 
kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Biro 
Kepegawaian Setda Provinsi/Kabupaten/ Kota; 

4) Surat keputusan pengangkatan bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota 
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota; 

5) Surat Keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, 
Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota, Kepala UPTD/ LTD, Sekretaris Jenderal 
Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN. 
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LAMPIRAN VI : PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/ PER/IV/2008 
T ANGGAL : 15 April 2008 

TATA CARA PEMBEBASAN SEMENTARA 
DARI JABATAN TEKNISI GIGI 

1. Persyaratan Pembebasan Sementara : 

a. Teknisi Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat 
memenuhi angka kredit sebagai berikut : 

1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir 
tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Gigi Pelaksana pangkat 
Pengatur Muda golongan ruang 11/c sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia 
pangkat Penata golongan ruang 111/c; 

2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam !)angkat terakhir, 
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
dari unsur utama bagi Teknisi Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I 
golongan ruang 111/d,. 

b. Teknisi Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain 
sebagai berikut : 

1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa 
penurunan pangkat b~rdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
1980;atau 

2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;atau 

3) Diangkat ke dalam Jabatan struktural;atau 

4) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Teknisi Gigi;atau 

5) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan 
seterusnya;atau 

6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 

2. Kelengkapan Berkas. 

Kelengkapan berkas untuk Pembebasan Sementara meliputi : 
a. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam jabatan Teknisi Gigi; 
b. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 
c. Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari 

(enam) bulan; atau 
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d. Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang terkena 
hukuman disiplin sedang atau berat; atau 

e. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat struktural; atau 
f. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS (PP No. 4 tahun 

1996); atau 
g. Surat cuti di luar tanggungan negara; atau 
h. Surat Penugasan secara penuh di luar jabatan Teknisi Gigi; 
i. Foto copy Kartu Pegawai; 
j. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir. 

3. Tata cara Pembebasan Sementara dari jabatan Teknisi Gigi karena tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit. 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan. 

1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Teknisi Gigi tidak dapat memenuhi 
angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Departemen membuat 
Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan; 

2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan 
disampaikan tetapi Teknisi Gigi yang bersangkutan tetap tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai 
Departemen/ UPT Pusat (Eselon II) membuat Nota Pemberitahuan, dan 
konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan 
untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang 
berwenang; 

3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pejabat Teknisi Gigi tidak dapat 
memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.2) 
tersebut di atas, maka Tim Penilai Departemen I UPT Pusat (eselon II) 
membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan; 

4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan 
disampaikan tetapi Teknisi Gigi yang bersangkutan te,ap tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai 
Departemen/ UPT Pusat (Eselon II) membuat Nota Pemberitahuan, dan 
konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan 
untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang 
berwenang; 

5) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan 
menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali 
kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Tim Penilai 
Departemen (eselon II); 

6) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Departemen/ UPT Pusat 
·(eselon II) menyiapkan konsep surat usulan pembebasan sementara dan 
PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara, dan 
usulan penghentian sementara tunjangan jabatannya kepada Kepala Biro 
Kepegawaian Depkes; 

7) Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian menyiapkan konsep 
surat keputusan pembebasan sementara dan konsep usulan penghentian 
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sementara tunjangan jabatan yang bersangkutan untuk disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; 

8) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian 
sementara tunjangan jabatan dari jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

9) Surat keputusan pembebasan sementara, dan surat keputusan 
penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada 
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada 
Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Kepala UPT, dan Kepala KPPN. 

b. lnstansi Pemerintah di Luar Depertemen Kesehatan 

1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Teknisi Gigi tidak dapat memenuhi 
angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Instansi membuat 
Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan; 

2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan 
disampaikan tetapi Teknisi Gigi yang bersangkutan tetap tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai lnstansi 
membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit 
yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan 
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang; 

3) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan 
menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali 
kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat 
Tim Penilai lnstansi; 

4) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai lnstansi menyiapkan konsep 
surat usulan Pembebasan Sementara Teknisi Gigi dan PAK yang berisi 
catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara, dan surat keputusan 
penghentian sementara tunjangan jabatan kepada Kepala Biro 
Kepegawaian lnstansi; 

5) Biro Kepegawaian lnstansi menyiapkan konsep surat keputusan 
pembebasan sementara Teknisi Gigi dan surat keputusan penghentian 
sementara tunjangan jabatan yang bersangkutan untuk disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; 

6) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Teknisi Gigi 
Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Pimpinan 
lnstansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan lnstansi; 

7) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian 
sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepaca Kepala BKN, 
Pimpinan lnstansi, Sekretaris Jenderal Depkes, dan Kepala KPPN. 
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c. lnstansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota. 

1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Teknisi Gigi tidak dapat memenuhi 
angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/ 
Kota/ UPTD/ LTD membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional 
yang bersangkutan; 

2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan 
disampaikan tetapi Teknisi Gigi yang bersangkutan tetap tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, makR Tim Penilai 
Provinsi/Kabupaten/ Kota/ UPTD/ LTD membuat Nota Pemberitahuan, dan 
konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan 
untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang 
berwenang; 

3) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan 
menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali 
kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Tim Penilai 
UPTD/ LTD; 

4) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/ Kota/ 
UPTD/ LTD menyiapkan konsep surat usulan pembebasan sementara 
Teknisi Gigi dan PAK yang berisi catatan pertimbangan, dan surat 
keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan untuk pembebasan 
sementara kepada Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi/Kabupaten/ 
Ko ta; 

5) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian 
sementara tunjangan jabatan dari jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota 
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota; 

6) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian 
sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, 
Gubernur/Bupati/Wali Kota, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen Bina 
Pelayanan Penunjang Medik Depkes, dan Kepala KPPN. 

4. Tata Cara Pembebasan Sementara dari jabatan Teknisi Gigi karena alasan 
lain. 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan 

1) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usu I pembebasan sementara Teknisi 
Gigi yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana 
tersebut pada butir 1 ).b di atas kepada Kepala Unit Utama/Kepala UPT 
Departemen(eselon II); 

2) Pimpinan Unit Kerja yang membidangi kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim 
Penilai Departemen/ UPT Pusat (eselon II), menyampaikan berkas usulan 
pembebasan sementara kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro 
Kepegawaian; 
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3) Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian menyiapkan konsep 
surat keputusan pembebasan sementara dan surat penghentian sementara 
tunjangan jabatan Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat penghentian 
sementara tunjangan jabatan dari jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

5) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian 
sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, 
Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen Bina Pelayanan Penunjang Medik, 
Kepala UPT dan Kepala KPPN. 

b. lnstansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan. 

1) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usu I pembebasan sementara Jabatan 
Teknisi Gigi yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain 
sebagaimana tersebut pada butir 1).b di atas kepada Kepala Unit 
Pelayanan Kesehatan lnstansi; 

2) Kepala Unit Pelayanan Kesehatan lnstansi '.T!elalui bagian 
kepegawaian/Ketua Sekretariat/ Sekretaris Tim Penilai lnstansi, 
menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara kepada pejabat 
yang berwenang di lingkungan lnstansi ; 

3) Bagian Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan 
sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan 
Jabatan Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada 
pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan 
penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Teknisi Gigi 
Pelaksana sampai dengan Jabatan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh 
Pimpinan lnstansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan lnstansi; 

5) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat penghentian 
sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, 
Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan lnstansi, dan Kepala KPPN. 

c. lnstansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. 

1) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Jabatan 
Teknisi Gigi yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain 
sebagaimana tersebut pada butir 1 ).b di atas kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/ LTD; 

2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ UPTD/ LTD melalui 
Bagian kepegawaian/ Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota/ UPTD/ LTD, menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara 
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dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan kepada 
Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk mendapat 
persetujuan; 

3) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan 
penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Teknisi Gigi 
Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota; 

4) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan 
penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada 
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada 
Kepala BKD, Gubernur/Bupati/ Walikota, Sekretaris Jenderal Depkes dan 
Kepala KPPN,. 

i Kesehatan 

• 1ti Fadilah Supari,Sp.JP (K) 
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LAMPIRAN VII : PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/ PER/IV/2008 
TANG GAL : 15 April 2008 

TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI 
DALAM JABATAN TEKNISI GIGI 

1. Persyaratan Pengangkatan Kembali : 

a. Teknisi Gigi yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi 
angka kredit dapat diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah 
dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Gigi Pelaksana pangkat 
Pengatur golongan ruang 11/c sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia 
pangkat Penata golongan ruang 111/c; 

2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah 
dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari 
unsur utama bagi Teknisi Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan 
ruang 111/d. 

b. Teknisi Gigi yang dibebaskan sementara karena alasan lain dapat 
diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 

1) Teknisi Gigi telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau 
tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; 

2) Teknisi Gigi yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan; 

3) Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Teknisi Gigi; 

4) Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan 
kembali; 

5) Telah selesai menjalani tugas belajar. 

2. Kelengkapan Berkas. 

Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali meliputi : 

a. Surat Keterangan selesai m~njalani hukuman disiplin PNS, selesai tugas 
belajar, selesai menjalankan tugas di luar Teknisi Gigi, Pengangkatan Kembali 
sebagai PNS setelah cuti di luar tanggungan negara atau Surat Keputusan 
Pengadilan tidak bersalah atau dihukum pidana percobaan; 
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b. Bukti fisik pengumpulan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit; 

c. Surat Keputusan pengangkatan ke dalam jabatan Teknisi Gigi terakhir; 

d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 

e. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir; 

f. Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan Teknisi Gigi; 

g. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir; 

h. Foto copy Kartu Pegawai; 

i. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam bP3 sekurang
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

j. Surat melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional Teknisi Gigi. 

3. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Teknisi Gigi karena 
sudah dapat mengumpulkan angka kredit . 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan 

1) Teknisi Gigi yang dibebaskan sementara dari jabatannya, setelah dapat 
mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh 
penetapan Surat Keputusan PAK dari pejabat yang berwenang, 
mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada 
Kepala Unit Kerja setingkat eselon II I Kepala UPT Pusat (eselon II); 

2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Departemen/ UPT Pusat 
(eselon II) menyiapkan konsep surat usulan pengangkatan kembali Teknisi 
Gigi dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pengangkatan 
kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes; 

3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pengangkatan 
kembali Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada 
pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Teknisi Gigi 
Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan Menteri 
Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

5) Surat keputusan pengangkatan kembali yang asli disampaikan kepada 
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada 
Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Kepala UPT, dan Kepala KPPN. 

b. lnstansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota 

1) Teknisi Gigi yang diberhentikan sementara dari jabatannya setelah dapat 
mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh 
penetapan Surat Keputusan PAK dari pejabat yang berwenang, 
mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada 
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota/ UPTD/ LTD; 
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2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ 
UPTD/ LTD menyiapkan konsep surat usulan Pengangkatan Kembali 
Teknisi Gigi dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk 
pengangkatan kembali kepada Setda Propinsi/Kabupaten/Kota; 

3) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Teknisi Gigi 
Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota; 

4) Surat keputusan pengangkatan kembali yang asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota/ UPT Daerah, Kepala BKD, Sekretaris 
Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN. 

4. Tata Cara Pengangkatan Kembali ke Dalam Jabatan Teknisi Gigi karena 
alasan lain. 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan 

1) Teknisi Gigi yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan 
lain, setelah selesai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana tersebut pada butir 1.b, mengajukan usulan pengangkatan 
kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja setingkat eselon 
11/Kepala UPT Pusat (eselon II); 

2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Departemen/ UPT Pusat 
(eselon II) menyiapkan konsep surat usulan pengangkata;i kembali Teknisi 
Gigi kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes; 

3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pengangkatan 
kembali Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat 
yang berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Teknisi Gigi 
Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

5) Surat Keputusan Per.gangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada 
PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
BKN, Kepala UPT, Sekretaris Jenderal Depkes dan Kepala KPPN. 

b. lnstansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota. 

1) Teknisi Gigi yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan 
lain, setelah selesai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana tersebut pada butur 1.b, mengajukan usulan pengangkatan 
kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/ 
Kabupaten/ Kota/ UPTD/ LTD; 

2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ 
UPTD/ LTD menyiapkan konsep surat usulan pengangkatan kembali Teknisi 
Gigi kepada Sekda Propinsi/Kabupaten /Kota; 
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3) Surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Teknisi Gigi 
Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, ditetapkan oleh 
Gubemur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Gubemur/Bupati/Walikota; 

4) Surat keputusan pengangkatan kembali yang asli disampaikan kepada PNS 
yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala 
Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPTD/LTD, Kepala BKD, 
Sekretaris Jenderal Depkes, Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik, 
dan Kepala KPPN. 

\\\\ 
~~:0n·, Fadilah Supari,Sp.JP (K) 
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LAMPIRAN VIII : PERMENKES 
NOMOR : 365/M'=NKES/ PER/IV/2008 
TANG GAL : 15 April 2008 

TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 
TEKNISI GIGI 

1. Persyaratan Pemberhentian : 

a. Teknisi Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi 
angka kredit sebagai berikut: 

1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan sementara 
Teknisi Gigi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang 11/c sampai 
dengan Teknisi Gigi Penyelia pangkat Penata golongan ruang 111/c, tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi; 

2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, Jabatan 
Teknisi Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang 111/d tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh), yang 
berasal dari unsur utama. 

b. Teknisi Gigi diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sebagai 
berikut: 

1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai 
Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
1980 yang dijalaninya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

2) Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang dijalaninya telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Keputusan 
Pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah; 

2. Kelengkapan Berkas. 

Kelengkapan berkas untuk Pemberhentian dari Jabatan Teknisi Gigi meliputi: 

a. Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi 
Gigi; atau 

b. Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap; atau 

c. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS; 
d. SK PAK terakhir; 
e. SK Kenaikan Pangkat terakhir; 
f. SK Pengangkatan dalam jabatan Teknisi Gigi terakhir; 
g. Foto copy Kartu Pegawai; 
h. Surat/ Nota Peringatan pemberhentian sementara. 
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3. Tata cara Pemberhentian dari jabatan Teknisi Gigi karena tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit. 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan. 

1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat . 
Teknisi Gigi tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan 
sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai Departemen 
membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan 
Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang; 

2) Bagian Kepegawaian /Sekretaris Tim Penilai Departemen/ UPT Pusat 
menyiapkan konsep surat usulan pemberhentian Teknisi Gigi dan 
penghentian tunjangan dari jabatan Teknisi Gigi, kepada Kepala Biro 
Kepegawaian Depkes; 

3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian 
Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 
Penyelia, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

5) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan 
petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal 
Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala UPT, Kepala KPPN. 

b. lnstansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan. 

1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat 
Teknisi Gigi tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan 
sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai lnstansi membuat 
usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka 
Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang; 

2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai lnstansi menyiapkan konsep 
surat usulan pemberhentian Teknisi Gigi dan penghentian tunjangan dari 
jabatan Teknisi Gigi, kepada Kepala Biro Kepegawaian lnstansi; 

3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian 
Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 
Penyelia, ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh Pimpinan lnstansi; 
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5) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan 
petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan lnstansi, 
Sekretaris Jenderal Depkes dan Kepala KPPN. 

c. lnstansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota. 

1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat 
Teknisi Gigi tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan 
sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai 
Propinsi/Kabupaten/Kota membuat usulan pertimbangan untuk 
pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang 
bersangkutan, dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang; 

2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kata 
menyiapkan konsep surat usulan pemberhentian Teknisi Gigi dan 
penghentian tunjangan dari jabatan Teknisi Gigi, kepada Kepala Biro 
Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota; 

3) Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan konsep 
surat keputusan pemberhentian Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk 
disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 
Penyelia, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota; 

5) Surat Keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bP.rsangkutan dan 
petikan/ tembusan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, 
Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD/ LTD, Sekretaris 
Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN. 

4. Tata cara Pemberhentian dari jabatan Teknisi Gigi karena alasan lain. 

a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan. 

1) Tim Penilai DepartP.men/ UPT Pusat (Eselon II) membuat usu Ian 
pertimbangan untuk pemberhentian dari jabatan Teknisi Gigi karena 
alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b di atas, kepada pejabat 
yang berwenang; 

2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Departemen/ UPT Pusat 
menyiapkan konsep surat usulan pemberhentian Teknisi Gigi dan 
penghentian tunjangan dari jabatan Teknisi Gigi, kepada Kepala Biro 
Kepegawaian Depkes; 

3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian 
Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang untuk ditetapkan; 
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4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 
Penyelia, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 

5) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan 
petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal 
Depkes, Kepala Unit Kerja, Pimpinan UPT dan Kepala KPPN. 

b. lnstansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan. 

1) Tim Penilai lnstansi membuat usu Ian pertimbangan untuk pemberhentian 
dari jabatannya karena alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b 
di atas, kepada pejabat yang berwenang; 

2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai lnstansi menyiapkan konsep 
surat usulan pemberhentian Teknisi Gigi dan penghentian tunjangan dari 
jabatan Teknisi Gigi, kepada Kepala Biro Kepegawaian lnstansi; 

3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian 
Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 
Penyelia, ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh Pimpinan lnstansi; 

5) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan 
petikan/tembusan disampaikan kepada Pimpinan lnstansi, Kepala BKN, 
Sekretaris Jenderal Depkes dan Kepala KPPN. 

c. lnstansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota. 
1) Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/Kota membuat usulan pertimbangan 

untuk pemberhentian dari jabatannya karena alasan lain sesuai dengan 
ketentuan pada butir 1.b di atas, kepada pejabat yang berwenang; 

2) Bagian Kepegawaian/ Sekretaris Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota 
menyiapkan konsep surat usulan pemberhentian Teknisi Gigi dan 
penghentian tunjangan dari jabatan Teknisi Gigi, kepada Kepala Biro 
Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota; 

3) Biro Kepegawaian Setda Propinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan konsep 
surat keputusan pemberhentian Teknisi Gigi yang bersangkutan untuk 
disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; 

4) Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan jabatan Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 
Penyelia, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota; 
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5) Surat Keputusan pemberhentian dan surat keputusan penghentian 
tunjangan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan 
petikan/tembusan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, Kepala 
BKD, Kepala Dinkes Prop/ Kab/Kota/Kepala UPTD/ LTD, Sekretaris 
Jenderal Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPPN. 
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LAMPIRAN IX : PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/ PER/IV/2008 
TANGGAL : 15 April 2008 

TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN 

(1) TATA KERJA TIM PENILAI 
a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

1) Tim Penilai Departemen 

Sesuai dengan Bab VI Pasal 19 PERMENPAN No PER/05/M.PAN/4/2007, 
maka Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Jabatan Fungsional Teknisi Gigi 
adalah sebagai berikut : 

a) Kedudukan 
(1) Tim Penilai Departemen berkedudukan di Direktorat Bina Pelayanan 

Penunjang Medik. _ 
(2) Tim Penilai Departemen dalam melaksanakan tL·gasnya berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Bina Pelayanan 
Penunjang Medik Dep~rtemen Kesehatan. 

b)Tugas 
Tim Penilai Departemen mempunyai tugas sebagai berikut : 
(1) Membantu Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen 

Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka 
kredit Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia 
yang bekerja pnda sarana pelayanan laboratorium teknik gigi di 
lingkungan Depkes. 

(2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Teknisi Gigi di lingkungan Departemen 
Kesehatan. 

c) Fungsi 
Tim Penilai Departemen mempunyai fungsi sebagai berikut : 
(1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang 

diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang 
dilampirkan. 

(2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada 
setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Teknisi Gigi yang 
menjadi wewenangnya. 

(3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Departemen kepada Direktur 
Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan atau 
Pejabat yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan 
dalam PAK untuk ditetapkan. 

(4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil 
pelaksanaan Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Gigi, 
di lingkungan Departemen Kesehatan setiap tahun. 

(5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan 
fungsional Teknisi Gigi setiap tahun. 
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(1) Tim Penilai lnstansi berkedudukan di institusi pelayanan Teknisi Gigi 
di luar Departemen Kesehatan. 

(2) Tim Penilai lnstansi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Pelayanan 
Laboratorium Teknik Gigi/ lnstansi Pusat selain Depkes yang 
bersangkutan. 

b)Tugas 
Tim Penilai lnstansi mempunyai tugas sebagai berikut: 
(1) Membantu Pimpinan lnstansi (serendahnya-rendahnya Eselon II) di 

luar Departemen Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan 
penetapan angka kredit bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan 
Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan 
Laboratorium Teknik Gigi instansi masing-masing. 

(2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka 
kredit Jabatan Fungsional Teknisi Gigi di instansi lain di luar 
Departemen Kesehatan. 

c) Fungsi 
Tim Penilai lnstansi mempunyai fungsi sebagai berikut : 
(1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang 

diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang 
dilampirkan. 

(2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada 
setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Teknisi Gigi yang 
menjadi wewenangnya. 

(3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai lnstansi kepada Pimpinan 
lnstansi atau pejabat yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah 
dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan. 

(4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Teknisi 
Gigi. 

(5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan 
fungsional Teknisi Gigi setiap tahun. 

(6) Apabila Tim Penilai instansi belum dapat dibentuk, maka DUPAK 
yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta bukti fisiknya 
diusulkan kepada Tim Penilai Departemen 

3) Tim Penilai Provinsi 
a) Kedudukan 

(1) Tim Penilai Provinsi berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi. 
(2) Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 
b)Tugas 

Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut : 
(1) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam melaksanakan 

penilaian dan penetapan angka kredit Teknisi Gigi Pelaksana sampai 
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dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan 
laboratorium Teknik Gigi tingkat Provinsi. 

(2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi berkaitan dengan penetapan angka kredit Jabatan 
Fungsional Teknisi Gigi yang bekerja di sarana pelayanan 
laboratorium Teknik Gigi daerah Provinsi. 

c) Fungsi 
Tim Penilai Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut : 
(1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang 

diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang 
dilampirkan. 

(2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada 
setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Teknisi Gigi yang 
menjadi wewenangnya. 

(3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Provinsi kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, berupa angka kredit 
yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditandatangani. 

(4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Teknisi 
Gigi. 

(5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan 
fungsional Teknisi Gigi setiap tahun. 

(6) Apabila di Provinsi belum dapat dibentuk Tim Penilai Provinsi, maka 
penilaian DUPAK yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta 
bukti fisiknya diusulkan ke Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim 
Penilai Departemen. 

4) Tim Penilai Kabupaten/Kota 
a) Kedudukan 

(1) Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan di Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. 

(2) Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. 

b)Tugas 
Tim Penilai Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut : 
(1) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka 
kredit bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi 
Penyelia, yang bekerja pada sarana pelayanan Laboratorium Teknik 
Gigi tingkat Kabupaten/Kota. 

(2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 
jabatan fungsional Teknisi Gigi yang bekerja di sarana pelayanan 
Laboratorium Teknik Gigi di Kabupaten/ kota. 
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Tim Penilai Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : 
(1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang 

diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang 
dilampirkan. 

(2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada 
setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Teknisi Gigi yang 
menjadi wewenangnya. · 

(3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kabupaten/Kota kepada 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk, 
berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk 
ditandatangani. 

(4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Teknisi 
Gigi. 

(5) Melaksanakan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan 
fungsional Teknisi Gigi setiap tahun. 

(6) Apabila Tim Pen!lai Kabupaten/kota belum dapat dibentuk, maka 
DUPAK yang sudah · ditandatangani pejabat pengusul serta bukti 
fisiknya diusulkan kepada Tim Penilai Kab/Kota Terdekat atau Tim 
Penilai Provinsi atau Tim Penilai Departemen. 

5) Sekretariat Tim Penilai 
a) Kedudukan 

(1) Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Departemen/Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan lnstansi; 

(2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh sekretaris yang secara 
fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. 

(3) Sekretaris Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan PAK; 

b) Tugas 
1. Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK, bukti fisik, dan 

kelengkapan administrasi Teknisi Gigi; 
2. Menyiapkan bahan konsep surat dan instrumen penilaian prestasi 

kerja Teknisi Gigi; 
3. Menyiapkan rapat Tim Penilai; 
4. Memfasilitasi keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya; 
5. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang 

telah dinilai; 
6. Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, 

yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 
7. Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait. 
8. Menyiapkan konsep surat keputusan pengangkatan, pengangkatan 

kembali, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan 
Teknisi Gigi. 
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(1) Tim Penilai Teknis berkedudukan di Departemen/Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan lnstansi; 

(2) Tim Penilai Teknis dalam melaksanakan tugas dari dan 
bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Departemen/ 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan lnstansi. 

b. Tugas 
(1) Memberi saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal 

memberikan penilaian terhadap kegiatan yang bersifat khusus/ 
keahlian tertentu; 

(2) Menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim 
Penilai untuk masing-masing yaitu Departemen, Provinsi, Kab/kota, 
dan lnstansi. 

Tim Penilai Teknis terdiri dari seorang ketua, sekretaris merangkap 
anggota dan anggota Tim yang jumlahnya sesuai pertimbangan teknis Tim 
Penilai. 

(2) TATA CARA PENILAIAN 

Tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 

1) DUPAK diajukan bila menurut perhitungan sementara Teknisi Gigi yang 
bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk 
kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi. 

2) Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari 
untuk usul kenaikan pangkat periode bulan April dan pada bulan Juli untuk 
usul kenaikan pangkat periode bulan Oktober. 

3) DUPAK harus sudah diterima oleh Tim Penilai paling lambat pada 
pertengahan bulan Januari atau bulan Juli. 

4) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan 
untuk penilaian seperti : 
a) Fotokopi ijazah 
b) Fotokopi STIPL 
c) Catatan dan laporan Prestasi Harian, bulanan dan semesteran. 
d) Surat Pemyataan: 

(1) Melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi 
(2) Melakukan kegiatan pengembangan profesi 
(3) Melakukan kegiatan penunjang kegiatan Teknisi Gigi 

e) Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain. 

5) Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang 
adalah: 
a) Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal 

dari unsur utama 
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b) Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari 
unsur penunjang. 

b. Penilaian oleh Tim Penilai. 
DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti 
kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan. 
DUPAK yang telah diperiksa lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, 
selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para anggota Tim untuk 
mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik. 
Hasil pengkajian oleh anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim 
Penilai. Selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk 
melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut. 
Hasil keputusan rapat diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit sebagai PAK (Penetapan Angka Kredit). 
Bila dalam pengkajian DUPAK tersebut terdapat hal-hal yang meragukan dan 
memerlukan bantuan Tim Penilai Teknis, maka berkas DUPAK tersebut 
melalui Ketua Tim Penilai dikirimkan kepada Tim Penilai Teknis. 

c. Penilaian oleh Tim Penilai Teknis. 
DUPAK yang diajukan oleh Tim Penilai dibahas dalam rapat Tim Penilai 
Teknis 
Dalam rapat ini Tim Penilai Teknis mengkaji hal-hal teknis yang diminta 
pertimbangannnya. 
Hasil pengkajian tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Penilai. 

d. PAK yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit dibuat rangkap 5 untuk : 
1) Kepada Sadan Kepegawaian Negara (Asli) 
2) Pejabat Teknisi Gigi yang bersangkutan 
3) Pimpinan unit kerja yang mengusulkkan DUPAK 
4) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan. 
5) Pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal. 

e. Penilaian angka kredit bagi pejabat Teknisi Gigi yang diangkat pertama kali 
dan pindahan dari jabatan lain untuk menentukan jenjang jabatan. 
Untuk menentukan jenjang jabatan bagi pejabat Teknisi Gigi yang akan 
diangkat pertama kali dan pindahan dari jabatan lain diperluican penetapan 
angka kredit. 
Usul penetapan angka kredit diajukan dengan Daftar Usul Penetapan Angka 
Kredit (DUPAK) seperti untuk kenaikan jabatan/pangkat. 
Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai untuk menilai angka kredit dapat dari 
unsur pendidikan, pelayanan labkes, pengembangan profesi dan penunjang 
kegiatan Teknisi Gigi . Hasil penilaian Tim Penilai diusulkan kepada pejabat 
yang berwewenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam PAK. 
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Alur Pengiriman DUPAK dan PAK dapat dilihat pada Bagan di bawah ini: 
A. Alur Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan UPT 

Vertikal Depkes. 

~ Atasan langsung 

PFK •·· 
Yang terkait 

(#) Pejabat 
Pengusul 

~ •·· 

P.B.A.K 

Pim. UPT 

Sekretariat 
Tim Penilai 

UPT 

• 

Biro Kepegawaian 

(#) Pimpinan unit pelayanan/ PJ Struktural Atasan Ybs. 

~ •·· 
Tim 

Penilai 
UPT 

• 

Tim Penilai 
Teknis 

B. Alur Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Unit Utama. 

P.B.A.K 

Unit Pembina 

~ (#) Pejabat + Unit 

~·---P-en_g_u_su_l__ --~--
Sekretariat 
Tim Penilai 

Unit Pembina 

• • • 

Yang terkait Biro Kepegawaian 

(#) Pimpinan unit pelayanan/ PJ Struktural Atasan Ybs. 
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Teknisi Gigi Pelaksana 
Teknisi Gigi Pelaksana Lanjut 
Teknisl Gigi Penyelia 

UENT!~IK!SEHATAN 
Rl!!PUl!lLIK INHNESIA 

BAGANALUR 
PENGIRIMAN DUPAK DAN PAK 

DU PAK 

DIR BINA YAN PENUNJANG MED 
DEPKES 

1 TIM PENILAI DEPARTEMEN 

TIM PEN/LAI TEKNIS 

KEPALA INST ANSI 

TIM PENILAI INSTANSI 

TIM PEN/LAI TEKNIS 

KA.DINKES. PROV. 

TIM PENILAI PROV. 

[TIM PEN/LAI TEKNIS 

_. 
KA.DINKES. KAB/KOTA 

TIM PENILAI KAB/KOTA 

TIM PEN/LAI TEKNIS 

1 

PIMPINAN UNIT KERJA 

TEKNISI GIGI Ybs 
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LAMPIRAN X 
NOMOR 
TANGGAL 

PERMENKES 
365/MENKES/ PER/IV/2008 
15 April 2008 

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI GIGI 

Unsur dan sub unsur kegiatan Teknisi Gigi yang dinilai angka kreditnya sesuai 
dengan Pasal 4, Pasal 5 dan lampiran I pada Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007. 

A. Unsur Pendidikan 

1. Unsur Pendidikan terdiri dari sub unsur sebagai berikut: 
a. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ ijazah 
b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik gigi dan mendapat 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) 
c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Terima 

Pendidikan dan Latihan (STTPL) 

2. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah : 
a. Foto copy ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
b. Foto copy ijazah yang diikuti di luar negeri, dan telah disahkan oleh Menteri 

yang bertanggung jawab di bidang pendidikan; 
c. Foto copy STTPUsertifikat kegiatan ilmiah. 

3. Pemberian Angka Kredit 
Yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang diakui oleh 
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan dan Organisasi 
profe~i yaitu: 

a. Untuk Teknisi Gigi: 
- Sekolah Pengatur Teknik Gigi 
- Akademi Teknik Gigi 

b. Teknisi Gigi yang memperoleh ljazah Dill, D IV, S1, S2 bukan di bidang 
teknik gigi misalnya Sarjana Administrasi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial 
dan lainnya diberikan angka kredit sebagai berikut : 
1) Pasca Sarjana (S2) : diberi angka kredit sebesar 1 O 
2) Sarjana (S1) ID IV : diberi angka kredit sebesar 5 
3) Sarjana Muda I Dll/Dlll : diberi angka kredit sebesar 3 

4. Contoh: 
a) Pendidikan Formal 

1) Lia, seorang tekniker, pejabat Teknisi Gigi Pelaksana melanjutkan 
pendidikannya ke Dill Teknik Gigi. Setelah ia lulus dan mendapat ijazah 
Dill Teknik Gigi, maka Lia memperoleh Angka Kredit sebesar 35. 
Dengan perhitungan sebagai berikut : 
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Lulus Sarjana Muda/ Akademi/ Diii (Lampiran I PERMENPAN No 
PER/05/M.PAN/4/2007) mendapat angka kredit = 60 
Karena pada waktu pengangkatan sebagai pejabat fungsional (lulusan 
SPTG) sudah mendapat angka kredit 25, maka Lia setelah lulus Diii 
Teknik Gigi mendapat angka kredti 60 - 25 = 35. 

b) Pendidikan dan Pelatihan Teknis di bidang teknik gigi. 
- Yang termasuk pendidikan dan pelatihan teknis di bidang teknik gigi 

adalah semua program pendidikan dan pelatihan yang berhubungan 
dengan teknis laboratorium Teknik gigi sehingga diperoleh peningkatan 
ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna di dalam peningkatan 
mutu pelayanan Laboratorium Teknik Gigi. 

- Teknis Penilaian 
Angka kredit diberikan kepada Teknisi Gigi yang telah mengikuti DIKLAT 
Fungsional di bidang Teknik Laboratorium Gigi dan mendapat Surat 
Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dari lembaga DIKLAT 
yang berwenang. 
Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti berupa fotocopy sertifikat 
SITPL yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. 
Angka kredit yang diberikan sesuai jumlah jam pelajaran yang diikuti 
seperti dalam Lampiran I Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/4/2007. 

Contoh: 
1) Chandra seorang pejabat Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan Bidang Laboratorium Teknik Gigi yang 
diselenggarakan oleh Subag Prostodonsia RSHS selama 120 jam 
pelajaran dan mendapat sertifikat. Maka Chandra sesuai dengan 
Lampiran I Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 mendapat angka 
kredit 2 (dua). 

2) Suroto seorang pejabat Teknisi Gigi Penyelia mengikuti pendidikan dan 
pelatihan Teknis Pembuatan Implant Crown yang diselenggarakan oleh 
Akademi Teknik Gigi Depkes Jakarta selama 60 jam pelajaran dan 
mendapat sertifikat. Maka Suroto sesuai dengan Lampiran I Permenpan 
Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 mendapat angka kredit 1 (satu). 

B. Unsur pelayanan Laboratorium Teknik Gigi 

1. Unsur pelayanan Laboratorium Teknik Gigi terdiri atas 

a. Pelayanan Laboratorium Teknik Gigi adalah serangkaian kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pembuatan dan penilaian protesa gigi, pesawat 
ortodonti lepasan dan protesa maksilo fasial. 

2. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah; 
a. Surat penyataan melakukan kegiatan pelayanan Teknisi Laboratorium 

Teknik Gigi yang ditancatangani oleh atasan unit kerja yang bersangkutan; 
b. Hasil kegiatan dibuat berupa laporan, rancangan dan naskah yang telah 

ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja. 
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Pemberian angka kredit untuk kegiatan pelayanan Laboratorium Teknik Gigi 
yang dilakukan oleh Teknisi Gigi, diberikan sesuai dengan kegiatan yang 
dilakukan, dan kegiatan lainnya yang dilengkapi dengan bukti fisik untuk setiap 
jenis kegiatan. 

Cara perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut : 

a. Pejabat Teknisi Gigi yang melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawabnya akan mendapatkan Angka Kredit sesuai 
volume/ beban kerja yang telah dilaksanakan untuk kegiatan tersebut. 
Contoh: 
1) Hadi seorang Tekniker, pejabat Teknisi Gigi Pelaksana, melakukan 

kegiatan pembuatan single crown akrilik 
Kegiatan tersebut dalam rincian Teknisi Gigi Pelaksana termasuk, maka 
Hadi mendapatkan angka kredit sebesar : 

100% x 0,01056 = 0,01056 

b. Pejabat Teknisi Gigi yang melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas 
Teknisi Gigi 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatannya, maka 
pejabat tersebut memperoleh angka kredit sebesar 80% dari angka kredit 
yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut. 
Contoh: 
Amy seorang Tekniker, pejabat Teknisi Gigi Pelaksana melakukan kegiatan 
pembuatan gigi tiruan penuh rahang atas atau bawah dengan basis akrilik 
yang merupakan kegiatan Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit 0,0304 

Oleh karena Amy adalah pejabat Teknisi Gigi Pelaksana berarti Amy 
mengerjakan kegiatan yang menjadi tugas jabatan Teknisi Gigi yang 1 
(satu) tingkat lebih tinggi dari jabatannya, maka Amy memperoleh angka 
kredit 

80% x 0,0304 = 0,02432 

c. Pejabat Teknisi Gigi melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas 
Teknisi Gigi 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jenjang jabatannya, maka 
pejabat tersebut memperoleh angka kredit sama dengan angka kredit yang 
telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut. 
Contoh: 
Usi seorang Tekniker, pejabat Teknisi Gigi Penyelia melakukan pembuatan 
gigi tiruan sebagian lepasan dengan kehilangan gigi 4-13 elemen yang 
merupakan tugas jabatan Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan 
Kegiatan tersebut adalah tugas Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan, dengan 
angka kredit 0,0475, maka Usi memperoleh angka kredit: 

100% x 0,0475 = 0,0475 
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1. Unsur pengembangan profesi terdiri atas sub unsur sebagai berikut : 
a. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang Teknik Gigi ; 
b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Teknik Gigi; 
c. Pembuatan buku pedoman/juklak/juknis di bidang Teknik Gigi; 
d. Penemuan teknologi tepat guna di bidang Teknik Gigi. 

2. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan 
yang berupa buku pedoman/juklak/juknis, terjemahan, saduran, yang telah 
disahkan/ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja. 

3. Pemberian angka kredit. 
Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang 
dilaksanakan oleh Teknisi Gigi sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, 
akan mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya same. untuk semua 
jenjang jabatan T eknisi Gigi. 

)Ii> Penilaian angka kredit unsur pengembangan profesi 
- Kegiatan pengembangan profesi untuk Teknisi Gigi dapat dilakukan 

berkelompok atau perorangan dalam membuat karya tulis/ ilmiah, 
menerjemahkan/ menyadur buku, membuat buku pedoman/juklak/juknis 
dan menemukan teknologi tepat guna di bidang Laboratorium Teknik 
Gigi. 

- Teknis Penilaian 
Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti telah melakukan kegiatan 
pengembangan profesi berupa surat pernyataan dari Kepala Unit. 
• Angka kredit yang diberikan bagi Teknisi Gigi Pelaksana lanjutan 

apabila melakukan secara perorangan sesuai dengan Lampiran I 
Permenpan No PER/05/M.PAN/4/2007. 
Contoh: 
Sulis pejabat Teknisi Gigi Pelaksana lanjutan membuat karya tulis 
mengenai teknik cepat pembuatan bridge dengan bahan logam, 
dipublikasikan dalam bentuk makalah dan diterbitkan dalam majalah 
Jurnal Kesehatan, maka Sulis mendapatkan angka kredit 6 sesuai 
dengan Lampiran I Permenpan No PER/05/M.PAN/4/2007. 

Apabila kegiatan pengembangan profesi dilakukan secara bersama/ 
berkelompok pembagian angka kreditnya ditetapkan dalam Pasal 13 
Permenpan No PER/05/M.PAN/4/2007 sebagai berikut: 
)Ii> 60 % bagi penulis utama 
)Ii> 40 % bagi semua penulis pembantu uumlah penulis pembantu 

maksimum 3 orang) 
Contoh: 
Hary pejabat Teknisi Gigi Penyelia membuat karya tulis mengenai 
Teknik pembuatan Mahkota pasak pada pasien dengan tulang 
alveolar yang telah resorbsi. Karya ilmiah tersebut dibuat dalam 
bentuk buku dan diedarkan secara nasional. Dalam membuat karya 
tulis tersebut Hary dibantu oleh dua Pejabat Teknisi Gigi Pelaksana 
lanjutan yaitu Nia dan Lani. 
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Kegiatan tersebut dalam rincian kegiatan Teknisi Gigi termasuk butir 
kegiatan membuat karya tuli~ berupa tinjauan atau usulan ilmiah 
dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang 
dipublikasikan dalam bentuk buku yang merupakan tugas semua 
jenjang jabatan dengan angka kredit 8 (delapan). 

Perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut : 
- Hary Teknisi Gigi penyelia sebagai penulis utama mendapatkan 

angka kredit 60% x 8 = 4,8 
- Nia Teknisi Gigi pelaksana lanjutan sebagai penulis pembantu 

mendapatkan angka kredit (40% x 8): 2 = 1,6 
- Lani Teknisi Gigi pelaksana lanjutan sebagai penulis pembantu 

mendapatkan angka kredit (40% x 8) : 2 = 1,6 

D. Unsur penunjang tugas Teknisi Gigi 

1. Kegiatan ini terdiri dari atas sub unsur sebagai berikut : 
a. Pengajar/pelatih bidang Laboratorium Teknik Gigi; 
b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Laboratorium Teknik Gigi; 
c. Keanggotaan organisasi profesi bidang Laboratorium Teknik Gigi; 
d. Keanggotaan dan Tim Penilai jabatan Fungsional Teknisi Gigi 
e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; 
f. Perolehan penghargaan/tanda jasa. 

2. Bukti fisik yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah : 
a. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar dan seminar dari 

pelaksanaan kegiatan yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerjc:.-; 
b. Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi, sertifikat/ijazah dan 

tanda tangan penghargaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
c. SK Tim Penilai jabatan Teknisi Gigi . 

3. Pemberian angka kredit. 
» Penilaian angka kredit unsur penunjang kegiatan Laboratorium Teknik 

Gigi 
- Kegiatan penunjang Laboratorium Teknik Gigi terdiri dari mengajar, 

melatih dalam bidang Laboratorium Teknik Gigi, seminar/lokakarya 
sebagai anggota organisasi profesi, sebagai anggota tim penilai jabatan 
fungsional, memperoleh gelar kesarjanaan lainnya dan mendapat 
penghargaan/ tanda jasa. 

- Teknis penilaian 
Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti telah melakukan kegiatan 
penunjang teknik gigi berupa surat pernyataan sesuai dengan 
kegiatannya sebagai berikut : 
• Untuk mengajar, melatih dalam bidang Laboratorium Teknik Gigi, surat 

pernyataan dari Kepala Unit Teknisi Gigi yang bersangkutan. 
• Untuk seminar/lokakarya berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang diakui/terakreditasi sebagai penyelenggara. 
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• Sebagai anggota/pengurus organisasi profesi berupa kartu 
keanggotaan/SK yang disyahkan oleh Ketua organisasi profesi. 

• Sebagai anggota tim penilai jabatan fungsional Teknisi Gigi berupa SK 
Tim Penilai. 

• Gelar Kesarjanaan berupa ljazah dari institusi yang berwenang. 
• Mendapat penghargaan/ tanda jasa dengan bukti berupa surat 

penghargaan dari lembaga yang bersangkutan. 
• Mendapat gelar kehormatan di bidang akademis berupa ijazah/gelar 

dari lembaga yang bersangkutan. 

Besarnya angka kredit sesuai dengan lampiran I Permenpan No 
PER/05/M .PAN/4/2007. 
Contoh: 
Sukma sebagai pejabat Teknisi Gigi Penyelia mengikuti kegiatan seminar 
pembuatan Copyng Porcelain sebagai peserta 
Untuk kegiatan tersebut Sukma memperoleh angka kredti sebesar 1 
(satu). 

Kesehatan 
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LAMPIRAN XI : PERMENKES 
NOMOR : 365/MENKES/ PER/IV/2008 
TANGGAL : 15 April 2008 

FORMULIR DAN CARA PENGISIAN FORMULIR 

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut : 
A Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 
B. Catatan dan laporan prestasi kerja harian. 
C. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelayanan laboratorium teknik gigi 
D. Surat Pernyataan melakukan l<egiatan pengembangan profesi 
E. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Teknisi Gigi 
F. Surat Keterangan sebagai anggota organisasi profesi 
G. Penetapan Angka Kredit. 

A DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) 
Formulir DUPAK diisi oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh pimpinan 
unit kerja sebagai pejabat pengusul. 
Disamping lampiran yang dipersyaratkan, perlu dilengkapi dengan bukti-bukti 
yang disyaratkan dari unsur yang dinilai, Surat Keputusan Pengangkatan dalam 
jabatan Teknisi Gigi atau Surat Keputusan Pengangkatan Kembali menjadi 
Teknisi Gigi yang pernah dibebastugaskan. 

Contoh formulir DUPAK dan cara pengisiannya sebagai berikut: 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONE&IA 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
TEKNISI GIGI 

LAMPIRAN I : PERATURAN BERSAMA MENTERI 
KESEHATAN DAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 
TANGGAL : 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN TEKNISI GIGI 

NOMOR : 

MASA PENILAIAN TGL .. ...... ...... .. SID TGL ...... .... .. .. 

No. KETERANGAN PERORANGAN 
1 Nama 
2 NIP 
3 Nomor Seri Karoea 
4 Tempat dan tanggal lahir 
5 Jenls Kelamln 
6 Pendidikan yang telah dioerhitungkan Anaka Kreditnva 
7 PangkaU gol. ruangJ TMT 
8 Jabatan Teknisl Giai 
9 Masa Kerja Gol. I Lama: 

Baru : 
-

10 Unit Keria 
No. UNSUR DAN SUB UNSUR ANGKA KREDIT MENURUT 

YANG DINILAI 
INSTANSI PENGUSUL INSTANSI PENILAI 

Lama Baru Jumlah Lama Baru Jum ah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
I UNSURUTAMA 

Surat Keputusan .. .... .. ... 
I PENDIDIKAN 

Mengikuti Pendidikan Sekolah Dan Memperoleh 
Gelar/ ljazah 
Sarjana Muda/ Akademi/ 0111/Dll dst 

Lampiran UsuVBahan Yang Dinilai 
1. 
2. 
3. 

.. ...... Tanggal ...... 

Pejabat Pengusul 
NIP ........ 

Catalan Tim Penilai 

.. .. .... Tanggal .. .. .. 

Ketua Tim Penilai 
NIP .. ...... 

Catalan Pejabat Penilai 

........ Tanggal ... ... 

Pejabat Penilai 
NIP ........ 

Catatan : Surat Keputusan terakhir jabatan yang ada angka kreditnya, perlu dicantumkan 
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2. Cara Pengisian Formulir A 
Nomor 

Masa Penilaian 

Keterangan Perorangan 
a. Pengisian 

- Nama 

- NIP 
- Nomor seri KARPEG 

- Tempat dan tanggal lahir 

- Jenis kelamin 
- Pendidikan yang telah 

diperhitungkan angka kreditnya 
- Pangkat/ Golongan Ruang/TMT 

- Jabatan Teknisi Gigi 

- Masa Kerja Golongan 

- Unit kerja 

b. Pengisian Angka Kredit 
1) lnstansi Pengusul 

diisi nomor agenda dari masing-masing unit 
yang bersangkutan 
diisi sesuai periode kegiatan yang diusulkan 
angka kreditnya 

diisi nama pejabat Teknisi Gigi yang 
bersangkutan sesuai dengan SK terakhir. 
diisi NIP SK yang bersangkutan. 
diisi Nomor seri Kartu Pegawai yang 
bersangkutan 
diisi tempat dan tanggal lahir yang 
bersangkutan 
diisi laki-laki atau perempuan 
diisi pendidikan terakhir pada saat 
inpassing/ penyesuaian atau pengangkatan. 
diisi Pangkat/ Gol. Ruang/ Terhitung Mulai 
tanggal (TMT) yang bersangkutan sesuai 
SK. 
diisi jenjang jabatan pejabat Teknisi Gigi 
yang bersangkutan 
diisi masa kerja Golongan yang 
bersangkutan sesuai SK terakhir. 
diisi unit kerja tempat yang bersangkutan 
bekerja. 

Diisi oleh pejabat pengusul pada unit kerja pejabat yang bersangkutan 
Lama : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka 

Kredit (PAK) yang terakhir 
Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang diperoleh dalam 

periode waktu antara penetapan angka kredit yang terakhir 
sampai dengan saat pengusulan penetapan angka kredit ini. 

Jumlah : diisi hasil penjumlahan angka kredit Lama dan Baru. 

2) lnstansi Penilai 
Diisi oleh Tim Penilai yang menerima DUPAK 
Lama : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka 

Kredit (PAK) yang terakhir 
Baru : diisi dengan pertambahan angka kredit yang disetujui oleh 

Tim Penilai untuk diperoleh pejabat Teknisi Gigi tersebut 
dalam periode waktu antara penetapan angka kredit yang 
terakhir sampai dengan saat pengusulan penetapan angka 
kredit ini. 

Jumlah : diisi hasil penjumlahan angka kredit Lama dan Baru. 

69 



No 

1 

t~ENTERI KESEHATAN 
~EPUBUK INDONESIA 

c. Pengisian "Lampiran usul/bahan yang dinilai" ditulis lampiran-lampiran yang 
disertakan 
Tanggal 
Pejabat Pengusul 

: diisi tanggal surat saat DUPAK dibuat 
: diisi jabatan, tanda tangan, Nama dan 

NIP Kepala Unit tempat Pejabat 
Teknisi Gigibekerja. 

Ketua Tim Penilai : diisi Ketua Tim Penilai. 
d. Pengisian Catatan Tim Penilai : diisi oleh Tim Penilai 
e. Pengisian Catatan Pejabat Penilai: diisi oleh pejabat yang berwenang 

menetapkan angka kredit 

B. CATATAN DAN LAPORAN PRESTASI KERJA HARIAN. 

Formulir ini diisi setiap hari kerja oleh pejabat Teknisi Gigi yang bersangkutan dan 
diparaf oleh atasan langsung. 
Formulir digunakan sebagai catatan kegiatan pejabat Teknisi Gigi dan sebagai 
dasar untuk pengisian formulir Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelayanan 
Laboratirium Teknik Gigi. 
Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut : 

1. Contoh formulir B 
• Nama 
•NIP 
• Jabatan 
• Golongan ruang 
• Unit Organisasi 
• Kabupaten/ Kota 
• Propinsi 
• Bulan/ tahun 

Jumlah Prestasi Kerja 
Tanrnal 

Kegiatan Sat 
uan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1e 17 1e 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 

2 3 

Paraf 
Atasan 
Langsu 

na 

Catatan : Butir kegiatan yang ditulis dalam formulir sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan jenjang jabatan. 
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2. Cara pengisian formulir B 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK IHDONESIA 

- Nama diisi nama lengkap pejabat Teknisi Gigi, 
sesuai dengan SK pengangkatan PNS 

- NIP diisi NIP yang bersangkutan 
- Jabatan diisi jenjang jabatan Teknisi Gigi sesuai SK 

Penetapan Jabatan Teknisi Transfusi Darah 
- Golongan ruang diisi golongan ruang kepangkatan Teknisi Gigi 

sesuai dengan SK terakhir. 
- Unit Organisasi diisi · nama unit organisasi tern pat yang 

bersangkutan bekerja. 
- Kabupaten/ Kota diisi nama wilayah Kab/Kota dimana unit 

organisasi berada 
- Propinsi diisi nama wilayah propinsi dimana unit 

organisasi berada 
- Bulan/ tahun sebutkan bulan dan tahun 
- Nomor nomor urut dengan angka latin dari butir 

kegiatan 
- Kegiatan diisi butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh 

pejabat Teknisi Gigi yang bersangkutan dalam 
bulan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 8 
PER/05/M. PAN/4/2007 

- Satuan diisi satuan kegiatan (laporan, kali persiapan, 
spesimen/ sampel dll) dari masing-masing 
butir kegiatan seperti yang tercantum pada 
lampiran PERMENPAN PER/05/M.PAN/4/ 
2007 

- Jumlah prestasi kerja diisi jumlah kegiatan dari masing-masing butir 
kegiatan pada tanggal yang sesuai pada 
setiap kolom yang dilakukan setiap hari sesuai 
dengan satuan butir kegiatan yang 
bersangkutan. 

- Jumlah Jumlahkan semua satuan prestasi kerja dalam 
satu bulan, untuk masing-masing butir 

· kegiatan. 
- Parat atasan langsung diparaf setiap hari oleh atasan langsung. 

3. Contoh pengisian formulir B 
Saptono Teknisi Gigi Pelaksana bekerja di Laboratorium Teknik Gigi pada, 
tanggal 1 Maret 2005 melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
Saptono teknisi gigi pelaksana bekerja di Laboratorium Teknik Gigi pada tanggal 1 
Maret 2005 melaksanakan kegiatan sbb : 
1. Membuat gigi tiruan sebagian lepasan tanpa cengkram dengan kehilangan 1 -

3 elemen 
2. Membuat gigi tiruan sebagian lepasan tanpa cengkram dengan kehilangan gigi 

1 - 3 elemen (horse shoe) 
3. Membuat sendok cetak perorangan 
4. membuat gelangan gigit dengan malam 
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1 

1 

2 

3 

4 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INOONESIA 

Keglatan - Jumllh P.- K11jl 
Tqgot 

1 2 3 4 5 e 7 • • 10 11 12 13 14 15 18 

2 3 

2 

2 

Membua 
2 tsendok 

cetak 
peroran 
gan 

membua 
2 t 

gelanga 
n glgit 
dengan 
ma lam 

Pmf -lAngaung 

C. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN 
LABORA TORI UM TEKNIK GIGI 

17 11 19 20 21 22 

KEGIATAN 

23 24 25 28 29 30 31 

PELA YANAN 

Formulir ini dibuat setiap 6 bulan satu kali dalam bulan Juni dan Desember. 
Formulir ini merupakan rekapitulasi jumlah prestasi kerja bulanan, dibuat rangkap 
3 (tiga) masing-masing untuk: 
a. Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit. 
b. Unit Kerja yang bersangkutan. 
c. Pejabat Teknisi Transfusi C'arah yang bersangkutan. 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUSUK INDONESIA 

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut: 

1. Contoh formulir C 
CONTOH: 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN 
KEGIATAN PELAYANAN 
TEKNIKGIGI 

LAMPIRAN Ill: PERATURAN BERSAMA MENTERI 
KESEHATAN DAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 
NOMOR : 
TANGGAL: 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN LABORATORIUM TEKNIK GIGI 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 
NIP 
PangkaU golongan ruang/ TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nam a 
NIP 
PangkaU golongan ruang/ TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan kegiatan pelayanan Laboratorium Teknik Gigi sebagai berikut: 

No. Uraian Kegiatan 
Satuan 

Jumlah 
Angka Pelayanan Laboratorium Tanggal Has ii Volume Kredit Teknik Gigi Keaiatan 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 

JUMLAH 

Jumlah 
AK 

7 

-

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, 

Keterangan/ 
bukti fisik 

8 

.................. , ........ 200 ... 
Atasan Langsung 

.................... . ... .. ... ......... 
NIP. 
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2. Cara pengisian formulir C 

MENTERIK!SEHATAN 
REflUBLIK INDONESIA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
- Nama : diisi nama lengkap atasan langsung/ Kepala 

-NIP 
- Pangkat/ Gol. ruang/ TMT 

- Jabatan 
- Unit Kerja 

Menyatakan bahwa 
-Nama 

-NIP 

- Pangkat/ Go. Ruang/ TMT 

- Jabatan 

- Unit Kerja 
- Kolom 1 
- Kolom 2 

- Kolom 3 
- Kolom 4 

- Kolom 5 

- Kolom 6 

- Kolom 7 

unit Teknisi Laboratoriun Teknik Gigi yang 
bersangkutan 
diisi NIP atasan langsung/ Kepala unit 
diisi Pangkat/ Gol ruang/ Terhitung Mulai 
Tanggal (TMT) atasan langsung/ Kepala 
unit sesuai SK 
diisi jabatan atasan langsung/ Kepala unit 
diisi unit kerja yang bersangkutan 

diisi nama lengkap pejabat Teknisi Gigi 
yang bersangkutan 
diisi NIP pejabat Teknisi Gigi yang 
bersangkutan 
diisi pangkat/ Gol. ruang/ TMT yang 
bersangkutan sesuai SK 
diisi jenjang jabatan Teknisi Gigi yang 
bersangkutan 
diisi unit kerja yang bersangkutan 
diisi nomor urut 
diisi butir kegiatan sesuai dengan kegiatan 
pada catatan harian 
diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut 
diisi satuan dari butir kegiatan yang 
dilakukan sesuai dengan Lampiran I 
PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/ 
2007 masing-masing untuk Teknisi Gigi 
Terampil 
diisi dengan jumlah beban kerja tiap 
kegiatan yang dilakukan ~elama 1 (satu) 
periode. 
diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil 
kali volume kegiatan dengan angka kredit 
sesuai dengan Lampiran I 
PER/05/M. PAN/4/2007 
diisi dengan jenis bukti fisik/ keterangan 
lainnya. 

D. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN 
PROFESI 

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka 
Kredit. 
Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk : 
a. . Dilampirkan pada Daftar Usu I Penetapan Angka Kredit 
b. Unit Kerja yang bersangkutan 
c. Pejabat Teknisi Gigi yang bersangkutan 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut : 

1. Contoh Formulir D 
CONTOH: 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN 
KEGIATAN PENGEMBANGAN 
PROFESI 

LAMPIRAN IV: PERATURAN BERSAMA MENTERI 
KESEHATAN DAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 
NOMOR : 
TANGGAL: 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
PangkaU golongan ruang/ TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nam a 
NIP 
PangkaU golongan ruang/ TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut : 

No. Uraian Kegiatan Satuan Jumlah 
Pengembangan Profesi Tanggal Hasil Volume 

Keaiatan 
1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
dst JUMLAH 

Angka Jumlah 
Kredit AK 

6 7 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, 

Keterangan/ 
bukti fisik 

8 

.................. , ........ 200 .. 
Atasan Langsung 

······································ 
NIP. 
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2. Cara pengisian formulir D 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
-Nama 

-NIP 
- Pangkat/ Gol. ruang/ TMT 

- Jabatan 
- Unit Kerja 

Menyatakan bahwa 
-Nama 

-NIP 
- Pangkat/ Go. Ruang/ TMT 

- Jabatan 

- Unit Kerja 
- Kolom 1 
- Kolom 2 
- Kolom 3 

- Kolom 4 

- Kolom 5 

- Kolom 6 

- Kolom 7 

nama lengkap atasan langsung/ Kepala 
unit Teknisi Gigi yang bersangkutan 
diisi NIP atasan langsung/ Kepala unit 
diisi Pangkat/ Gol ruang/ Terhitung Mulai 
Tanggal (TMT) atasan langsung/ Kepala 
unit sesuai SK 
diisi jabatan atasan langsung/ Kepala unit 
diisi unit kerja atasan langsung/ Kepala 
unit 

. diisi nama lengkap pejabat Teknisi Gigi 
yang bersangkutan 
diisi NIP yang bersangkutan 
diisi pangkat/ Gol. ruang/ TMT yang 
bersangkutan 
diisi jenjang jabatan Teknisi Gigi yang 
bersangkutan 
diisi unit kerja yang bersangkutan 
diisi nomor urut 
diisi butir kegiatan yang dilakukan 
diisi tanggal pelaksanaan kegiatan 
terse but 
diisi satuan sesuai dengan butir kegiatan 
yang dilakukan 
diisi dengan jumlah beban kerja tiap 
kegiatan 
diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil 
kali volume kegiatan dengan angka kredit 
sesuai Lampiran I PER/05/M.PAN/4/2007. 
diisi dengan jenis bukti fisik/ keterangan 
lainnya. 

E. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS 
TEKNISI GIGI 

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka 
Kredit. 
Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk : 
a. Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 
b. Unit Kerja yang bersangkutan 
c. Pejabat Teknisi Gigi yang bersangkutan 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut : 

1. Contoh Formullr E 
CONTOH: 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN 
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS 
TEKNISI GIGI 

LAMPIRAN V: PERATURAN BERSAMA MENTERI 
KESEHATAN DAN KEPALA SADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR : 
NOMOR : 
TANGGAL: 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS 

TEKNISI GIGI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nam a 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/ TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nam a 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/ TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah rnelakukan kegiatan penunjang tugas Teknisi Gigi sebagai berikut: 

No. Uraian Kegiatan Satuan Jurnlah Angka Jurnlah Keterangan/ 
Penunjang Tugas Teknisi Tanggal Volume Has ii Kredit AK bukti fisik 

Giai Keaiatan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
2. 
3. 
dst JUMLAH 

Dernikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana rnestinya, 

.................. , ........ 200 ... 
Atasan Langsung 

..... ................................. 
NIP. 
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2. Cara pengisian formulir E 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
-Nama 

-NIP 
- Pangkat/ Gol. ruang/ TMT 

- Jabatan 
- Unit Kerja 

Menyatakan bahwa 
-Nama 

-NIP 
- Pangkat/ Go. Ruang/ TMT 

- Jabatan 

- Unit Kerja 
- Kolom 1 
- Kolom 2 
- Kolom 3 
- Kolom 4 

- Kolom 5 

- Kolom 6 

- Kolom 7 

nama lengkap atasan langsung/ Kepala unit 
Teknisi Gigi yang bersangkutan 
diisi NIP atasan langsung/ Kepala unit 
diisi Pangkat/ Gol ruang/ Terhitung Mulai 
Tanggal (TMT) atasan langsung/ Kepala 
unit sesuai SK 
diisi jabatan atasan langsung/ Kepala unit 
diisi unit kerja atasan langsung/ Kepala unit 

diisi nama lengkap pejabat Teknisi Gigi 
yang bersangkutan 
diisi NIP yang bersangkutan 
diisi pangkat/ Gol. ruang/ TMT yang 
bersangkutan 
diisi jenjang jabatan Teknisi Gigi yang 
bersangkutan 
diisi unit kerja yang bersangkutan 
diisi nomor urut 
diisi butir kegiatan yang dilakukan 
diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut 
diisi satuan sesuai dengan butir kegiatan 
yang dilakukan 
diisi dengan jumlah beban kerja tiap 
kegiatan 
diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil 
kali volume kegiatan dengan angka kredit 
kegiatan sesuai Lampiran I 
PER/05/M.PAN/4/2007. 
diisi dengan jenis bukti fisik/ keterangan 
lainnya. 

F. SURAT KETERANGAN SEBAGAI ANGGOTA ORGANISASI PROFESI 

Formulir Surat Keterangan ini diisi oleh pengurus organisasi. 
Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk : 
• Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angkat Kredit 
• Unit Kerja yang bersangkutan 
• Pejabat fungsional yang bersangkutan 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut: 

1. Contoh formulir F 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: ................................ . 

Dengan ini kami menerangkan bahwa : 

Nam a 

NIP 

Pangkat/ Golongan : .......................................................................... . 

Jabatan 

Unit Organisasi 

Masih tercatat sebagai anggota organisasi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Tingkat. .................. , 
dan memenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD 
dan ART. 
Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya . 

... ... ... ... ...... ... .... , .................... 200 .. . 
Pengurus Organisasi 

( ........................ ) 
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2. Cara pengisian formulir F 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Dengan ini kami menerangkan bahwa : 
Nam a 

NIP 
Pangkat/ golongan 
Jabatan 

Unit Organisasi 
Pengurus organisasi 

ditulis nama pejabat Teknisi Gigi yang 
bersangkutan 
diisi NIP yang bersangkutan 
diisi Pangkat/ Golongan yang bersangkutan 
diisi jenjang Jabatan Teknisi Transfusi Darah 
yang bersangkutan 
diisi Un!t Organisasi yang bersangkutan 
diisi Jabatan, Nama dan Tanda tangan 
pengurus organisasi sebagai anggota 
organisasi ...... .... (diisi nama organisasi 
profesi misalnya ............... dsb). 
Tingkat.. ................... (diisi wilayah organisasi 
tersebut berada, misalnya Kecamatan, 
Kabupaten, Nasional dsb.) 

G. PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Formulir penetapan angka kredit diisi oleh pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit. 
Formulir dibuat dalam rangkap 5 (lima), asli disampaikan kepada Kepala Sadan 
Kepegawaian (BKN) up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau 
Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan 
kepada: 
a. Teknisi Gigi yang bersangkutan. 
b. Pimpinan Unit Kerja Teknisi Gigi yang bersangkutan. 
c. Sekretaris Tim Penilai Teknisi Gigi yang bersangkutan. 
d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 

Contoh formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut : 
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MF.NTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

1. Contoh formuir G 
CONTOH : LAMPIRAN VI: PERATURAN BERSAMA MENTERI 

KESEHATAN DAN KEPALA SADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 

NOMOR : 
NOMOR : 
TANGGAL: 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 
NOMOR: 

INSTANSI: .. ....... .. . .. ........ MASA PENILAIAN TGL .. .... ... .. ..... S/D TGL .. . .. ........ . 

NO KETERANGAN PERORANGAN 

1 NAMA 
2 NIP 
3 NOMOR SERI KARPEG 
4 JENIS KELAMIN 
5 PENDIDIKAN YANG TE LAH DIPERHITUNGKAN 

ANGKA KREDITNYA 
6 PANGKAT/ GOL RUANG/ TMT 
7 JABATAN TEKNISI TRANSFUSI DARAH 
8 MASA KERJA GOL. - I LAMA 

BARU 
9 UNIT KERJA 

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH 
1 UNSUR UTAMA 

Surat Keoutusan .............. 
a. Pendidikan : 

1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ 
iiazah 

2) Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang 
transfusi darah dan mendapatkan Surat Tanda 
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). 

b. Pelayanan transfusi darah 
c. Pengembangan profesi 

JUMLAH UNSUR UTAMA 
2 UNSUR PENUNJANG 

Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tu gas T eknisi 
Transfusi Darah 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

2. Cara pengisian formulir G 
Keterangan pererangan : 
-Nama 

-NIP 
- Nemer seri KARPEG 

- Tempat dan Tanggal Lahir 

- Jenis Kelamin 
- Pendidikan yang telah 

diperhitungkan angka kreditnya 
- Pangkat/ Gelengan Ruang/ TMT 

- Jabatan Teknisi Gigi 

- Masa Kerja Gelengan 

- Unit Kerja 

Penetapan Angka Kredit 
-Lama 

- Baru 

- Jumlah 

- Jumlah Unsur Utama 

- Jumlah Unsur Penunjang 

- Jumlah unsur utama dan unsur : 
penunjang 
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diisi nama pejabat Teknisi Gigi yang 
bersangkutan 
diisi NIP yang bersangkutan 
diisi Nemer Seri Kartu Pegawai yang 
bersangkutan 
diisi tempat dan tanggal lahir yang 
bersangkutan 
diisi laki-laki atau perempuan 
diisi pendidikan terakhir khusus yang 
telah diperhitungkan angka kreditnya. 
diisi pangkat/ Gel. Ruang/ TMT yang 
bersangkutan. 
diisi jenjang jabatan pejabat Teknisi 
Gigi yang bersangkutan. 
diisi Masa Kerja Gelengan yang 
bersangkutan sesuai SK terakhir. 
diisi unit kerja tempat yang 
bersangkutan bekerja 

diisi dengan angka kredit sesuai 
dengan Penetapan Angka Kredit 
(PAK) yang terakhir. 
diisi dengan pertambahan angka kredit 
yang dipereleh dalam periede waktu 
antara penetapan angka kredit terakhir 
sampai dengan Penetapan angka 
kredit ini. 
diisi dengan hasil penjumlahan angka 
kredit lama dan baru. 
diisi dengan Angka Kredit dengan 
jumlah butir kegiatan di atas kelem 
masing-masing lama, baru dan jumlah 
lama dan baru. 
diisi dengan angka kredit dengan 
jumlah butir kegiatan diatas kelem 
masing-masing lama, baru dan jumlah 
lama dan baru. 
diisi dengan angka kredit dari jumlah 
unsur utama dan jumlah unsur 


